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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kewajaran Penyajian 
Laporan Keuangan aspek (1) Kesesuaian dengan SAP, (2) Kecukupan 
Pengungkapan, (3) Kepatuhan terhadap Undang-undang dan (4) Efektivitas sistem 
Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan, serta (5) Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan 
Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap akuntabilitas Keuangan. 
Penelitian ini termasuk penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 204 pegawai bagian keuangan SKPD Kabupaten Temanggung dengan 
sampel penelitian sebanyak 168 pegawai. Teknik pengambilan sampel dengan 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. 
Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, 
dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear sederhana dan regresi linear berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan (1) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan 
aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan persamaan regresi Y = 44,619+ 
0,359X1, t hitung = 3,947 dan signifikansi = 0,000 serta R
2
 = 0,091, (2) 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan 
dengan persamaan regresi Y = 58,575+0,101X2, t hitung = 1,864, dan signifikansi 
= 0,032, serta R
2
 = 0,022 (3) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kepatuhan terhadap Undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan t hitung = 1,806 dan signifikansi = 
0,037, (4) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas 
Keuangan, ditunjukkan dengan t hitung = 7,555 dan signifikansi = 0,000, (5) 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, 
Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan persamaan 
regresi Y= 21,258 + 0,169 X1 + 0,050 X2 + 0,065 X3 + 0,728 X4, F hitung = 
15,139, dan signifikansi = 0,001 serta R
2
 = 0,285. 
Kata kunci: Kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesesuian dengan SAP. 
Kecukupan Pengungkapan. Kepatuhan terhadap Undang-undang. Efektivitas 




THE INFLUENCE OF THE FAIRNESS OF FINANCIAL STATEMENT 
PRESENTATION ON FINANCIAL ACCOUNTABILITY 





The purpose of this study was to determine the influence of the fairness in 
financial statement presentation in (1) suitability of SAP (2) adequate of 
disclosure (3) obedience of the constitution (4) the effectiveness of intern control 
system aspects on financial accountability (5) the influence of the fairness in 
financial statement presentation in suitability of SAP, adequate of disclosure, 
obedience of the constitution, and the effectiveness of intern control system 
aspects together on financial accountability. 
This study included a survey research. The population in this study is 208 
financial department’s staffs of SKPD Temanggung and took sample of 168 
respondents. The sampling technique used purposive sampling. Data collection 
techniques used a questionnaire. Analysis prerequisite test included normality 
test, linearity test, multicolinearity test, and heteroscedasticity test. The data 
analysis technique used a simple and multiple linear regression analysis. 
The results showed that: (1) the influence of the fairness in financial 
statement presentation in suitability of SAP aspect has positive and significant 
effect on financial accountability, indicated by the regression equation Y = 
44,619+ 0,359X1, t value = 3.947 and level of significance = 0.000 and also R
2
 = 
0.091, (2) the influence of the fairness in financial statement presentation in 
adequate of disclosure aspects has positive and significant effect on financial 
accountability, indicated by the regression equation Y = 58,575+0,101X2, t value 
= 1.864 and level of significance = 0.032 and also R
2
 = 0.022, (3) the influence of 
the fairness in financial statement presentation in obedience of the constitution 
aspect has positive and significant effect on financial accountability, indicated by 
t value = 1.806 and level of significance = 0.037 (4) the influence of the fairness 
in financial statement presentation in the effectiveness of intern control system 
aspect has positive and significant effect on financial accountability, indicated by 
t value = 7,555 and level of significance = 0.000 (5) the influence of the fairness 
in financial statement presentation in suitability of SAP, adequate of disclosure, 
obedience of the constitution, and the effectiveness of intern control system 
aspects together have positive and significant effect on financial accountability, 
indicated by the regression equation Y= 21,258 + 0,169 X1 + 0,050 X2 + 0,065 X3 




Keywords: The influence of the fairness of financial statement presentation. 
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A. Latar Belakang 
Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari 
oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari 
masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus 
berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Untuk 
mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan perubahan paradigma 
pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana 
pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Dalam 
menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi 
kepada daerah seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan daerah 
mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan 
berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan 
manajemen keuangan yang sehat. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan 
aturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka 
terhitung Tahun Anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam 





kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan 
sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. 
Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai 
bentuk pertanggungjawaban kepada publik. World Bank dalam Mardiasmo 
(2009: 18) mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan 
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan 
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi 
dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 
administratif. Kepemerintahan yang baik ditandai dengan tiga elemen yaitu 
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar 
kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan 
keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 
aspirasinya, sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada 
publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 
Sukhemi (2010) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good 
governance dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuan 
diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan 
keuangan dapat lebih accountable dan berkualitas. Sejalan dengan Mira Tania 





belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, 
secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Ada dua 
tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan sektor publik yaitu  
accountability (akuntabilitas) dan decision usefulness (pengambilan 
keputusan). 
Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan 
akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah 
daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, 
pemerintah daerah diharapkan dapat menyajiakan laporan keuangan yang 
terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan 
Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan 
komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan 
merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang berisi 
informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar perimbangan untuk 
pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik, sedangkan untuk 
pemerintah daerah laporan keuagan tersebut digunakan sebagai alat penilai 
kinerja (Mardiasmo, 2009: 37). 
Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah, terjadi 
reformasi mendasar sejak berlakunya pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 
105 Tahun 2000 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah. Peraturan 
Pemerintah tersebut mengharuskan kepala daerah untuk menyusun tujuh jenis 





Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan 
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, 
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 
keadilan dan kepatutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. 
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, 
belanja daerah dan pembiayaan.  
Indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor 
eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian 
laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD). Komponen LKPD meliputi: Neraca, Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan 
Atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar 
(TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Ukuran kualitas akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah dapat 
dilihat dari opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Hasil audit 
BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 
2012 di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 11 pemda yang sudah 





memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini atas LKPD 
Tahun Anggaran 2013, 4 pemda yang sudah memperoleh opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP), 6 pemda memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 
Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dan sebanyak 26 Pemda memperoleh 
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada Tahun Anggaran 2014 relatif 
menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, hasil opini BPK atas 
penyajian LKPD di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan 6 pemda memperoleh 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 6 pemda memperoleh opini Wajar 
Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dan 24 pemda 
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (www.bpk.go.id). 
Menurut Auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Ismiyati (2014) belum 
diperolehnya opini WTP dari BPK RI, disebabkan oleh beberapa faktor antara 
lain: (1) Kelemahan sistem pengendalian intern; (2) Barang milik 
negara/daerah belum tertata dengan tertib; (3) Pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Penyajian laporan 
keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan 
(5) Kompetensi SDM pengelola keuangan masih kurang memadai. 
Hasil opini BPK RI atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 menunjukkan penurunan dari 
tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2012 dan 2013, BPK memberikan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD masing-masing tahun 





Temanggung menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi 
keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tanggal 31 Desember 2012 dan 
2013, realisasi anggaran, serta arus kas untuh tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut sesuai dengan SAP 2005. 
Hasil opini BPK RI atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 yaitu Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Opini WTP pada 
dasarnya merupakan opini terbaik atas hasil penilaian LKPD dari BPK RI. 
Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu BPK harus 
menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak 
mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. BPK 
menyatakan penyajian Aset yang tercantum di Neraca tanggal 31 Desember 
2014, Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset 
Lainnya telah dilakukan sensus namun masih perlu menindaklanjuti untuk 
menentukan kejelasan aset senilai Rp 9,65 miliar dan aset tetap pada daerah 
irigasi. Selain itu, sejak tahun 1995 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah 
menggunakan aset milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI), atas penggunaan 
lahan tersebut PT. KAI mengenakan sewa yang jumlahnya belum disepakati 
oleh kedua belah pihak. Paragraf yang menjadi catatan tersebut apabila 
diperhatikan dapat berpotensi mempengaruhi opini BPK RI pada penyajian 
LKPD Tahun Anggaran 2015. 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas penyajian LKPD 





KAI. Aset milik PT. KAI sebanyak 14 bidang tanah dan bangunan yang 
digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, biaya sewanya belum 
dibayar dari tahun 2002 sampai dengan 2014. Kondisi tersebut tidak sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP) berbasis Akrual Pernyataan No. 09 yang menyatakan bahwa setiap 
entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup 
jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. 
Permasalahan tersebut diketahui disebabkan oleh belum adanya kesepakatan 
nilai sewa antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan PT. KAI.  
Kurang saji Hutang sewa atas penggunaan Aset milik PT. KAI merupakan 
indikasi terdapat kekurangan pada pengungkapan laporan keuangan. Penyebab 
permasalahan kurang saji Hutang sewa tersebut tidak diungkapkan dalam 
Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengungkapan informasi yang disyaratkan 
dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah pengungkapan cukup. 
Informasi yang diungkapkan sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan 
terutama informasi yang menurut lembaga terkait wajib disajikan. 
Temuan BPK atas penyajian LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 
Anggaran 2014 mengindikasikan adanya kelemahan dalam penyusunan 
laporan keuangan. BPK mengemukakan adanya kelemahan dalam Sistem 
Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI kelemahan Sistem 
Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain 





Hutang kepada PT. KAI belum disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 
Anggaran 2014. Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan dalam 
pengelolaan keuangan daerah antara lain terdapat kelebihan pembayaran atas 
sebelas pekerjaan pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar 
Rp.940.827.564,49 dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan sebesar 
Rp.164.998.050,00. 
Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2014 menerapkan 
kebijakan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah 
merencanakan bahwa SAP berbasis akrual selambat lambatnya harus 
dilaksanakan pada tahun 2015. Selama rentang waktu tersebut diharapkan 
seluruh elemen pemerintahan berbenah untuk menyiapkan hal tersebut mulai 
dari mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, sistem 
informasi, dan pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi 
untuk melaksanakan SAP berbasis akrual (Irwan Ritonga, 2012). 
Dalam rentang waktu singkat yaitu 4 tahun sejak diberlakukan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten 
Temanggung telah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk 
memahami konsep Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. 
Pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu aparatur pemda khususnya 
Pegawai bagian Keuangan, terkait konsep Akuntansi berbasis Akrual akan 
mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Aparatur pemda khususnya 





anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi 
dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemda. 
Kegagalan SDM pemda dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi 
akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan 
ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal 
ini, umumnya pemda memiliki keterbatasan jumlah SDM yang menguasai 
logika akuntansi secara baik. 
Sebagian besar aparatur pemda khususnya Pegawai bagian Keuangan pada 
Pemerintahan Kabupaten Temanggung memiliki latar belakang pendidikan 
non-Akuntansi. Banyaknya Pegawai dengan latar belakang non-akuntansi 
menjadi salah satu kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemda. Hal 
tersebut dapat berdampak pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut Pemda mengadakan Pendampingan Implementasi Akrual pada tahun 
2013 kepada seluruh Pegawai bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Kabupaten Temanggung. Namun, kegiatan tersebut belum 
mampu mamfasilitasi aparatur Pemda khususnya Pegawai bagian Keuangan 
dapat menguasai konsep Akrual secara menyeluruh. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dalam rangka 
pertanggungjawaban APBN dapat dilakukan secara manual dan menggunakan 
aplikasi komputer. Penyusunan LKPD Kabupaten Temanggung dilakukan 





Akutansi Keuangan Daerah (SIAKD) Kabupaten Temanggung. Proses 
rekapitulasi data dilakukan secara manual, sedangkan proses pengumpulan 
data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyajian laporan keuangan 
menggunakan SIAKD. 
Perubahan SAP mengharuskan SIAKD berubah pula. Hingga tahun 2013 
SIAKD Kabupaten Temanggung berbasis Kas, dimulai tahun 2014 SIAKD 
dibangun menggunakan basis Akrual. SIAKD dibangun pada saat bersamaan 
dengan implementasi penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Dalam 
proses penyusunan laporan keuangan terjadi perubahan dan perbaikan pada 
SIAKD Kabupaten Temanggung. Hal ini mengakibatkan banyak koreksi atas 
laporan keuangan SKPD. 
Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik menyajikan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD. 
Publikasi atas laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi suatu keharusan. 
Namun, publikasi LKPD Kabupaten Temanggung melalui media masa seperti 
surat kabar maupun media online belum menjadi hal yang umum. Laporan 
pertanggungjawaban tersebut tidak dapat tersedia secara langsung dan tidak 
dapat diakses masyarakat umum. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan 
laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas. 
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui 
pengaruh kewajaran penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas 
keuangan pada SKPD di Kabupaten Temanggung. LKPD Pemkab 





Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis 
Akrual. Atas perubahan perundangan tersebut berdampak pada pengolahan dan 
penyajian laporan keuangan SKPD. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam 
penelitian ini “Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap 
Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung)”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 
permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 
1. Penurunan kualitas akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 dari tahun-tahun 
sebelumnya. 
2. Hasil opini BPK RI atas kewajaran penyajian laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 
menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 
Anggaran 2012 dan 2013, BPK memberikan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) sedangkan Tahun Anggaran 2014 yaitu Wajar 
Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) 
3. Pada LKPD Kabupaten Temanggung, penyajian Aset yang tercantum 
di Neraca tanggal 31 Desember 2014, Aset Tetap Tanah, Aset Tetap 
Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Lainnya telah dilakukan sensus 
namun masih perlu menindaklanjuti untuk menentukan kejelasan aset 





4. Terdapat temuan BPK bahwa sejak tahun 1995 Pemerintah Kabupaten 
Temanggung telah menggunakan aset milik PT. KAI, atas penggunaan 
lahan tersebut PT. KAI mengenakan sewa yang jumlahnya belum 
disepakati oleh kedua belah pihak. 
5. Keurang saji Hutang sewa pemkab atas penggunaan Aset milik PT 
KAI merupakan ketidaksesuaian laporan keuangan terhadap Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP). 
6. Kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP) dipengaruhi pemahaman sumber daya manusia. Sedangkan 
sumber daya manusia khususnya Pegawai bagian Keuangan di SKPD 
Kabupaten Temanggung belum menguasai konsep Akrual secara 
menyeluruh. 
7. Penyebab permasalahan kurang saji Hutang sewa penggunaan Aset 
milik PT KAI tidak diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan 
Keuangan. Hal ini mengindikasikan terdapat ketidakcukupan 
pengungkapan. 
8. Terdapat ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan dalam 
pengelolaan keuangan daerah antara lain terdapat kelebihan 
pembayaran atas sebelas pekerjaan pada tiga Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) sebesar Rp.940.827.564,49 dan jaminan pelaksanaan 
tidak dicairkan sebesar Rp.164.998.050,00. 
9. Terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan 





dan Aset Lainnya kurang memadai, dan Hutang kepada PT. KAI 
belum disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.  
10. Banyak terjadi koreksi atas laporan keuangan SKPD karena SIAKD 
dibangun pada saat bersamaan dengan implementasi penyajian laporan 
keuangan berbasis akrual. 
11. Publikasi LKPD Kabupaten Temanggung melalui media masa maupun 
media online masih minim. 
C. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini terdapat pembatasan masalah agar hasil yang didapat 
terfokus dan terhidar dari penafsiran yang tidak diharapkan. Penelitian ini 
dititikberatkan pada permasalahan terkait penyajian laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yaitu “Pengaruh kewajaran 
penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan”. Kewajaran 
penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah dibatasi pada kriteria 
kewajaran yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
(BPK RI) yang termuat dalam Peraturan Standar Pemeriksaan (PSP) No. 03 
BPK RI yaitu kewajaran menurut aspek (1) Kesesuaian dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP); (2) Kecukupan Pengungkapan; (3) Kepatuhan 
terhadap Perundang-undangan; dan (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. 
Penelitian dilakukan pada bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 







D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau 
dari aspek Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
terhadap Akuntabilitas Keuangan? 
2. Bagaimana pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau 
dari aspek Kecukupan Pengungkapan terhadap Akuntabilitas 
Keuangan? 
3. Bagaimana pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau 
dari aspek Kepatuhan pada Perundang-undangan terhadap 
Akuntabilitas Keuangan? 
4. Bagaimana pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau 
dari aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap 
Akuntabilitas Keuangan? 
5. Bagaimana pengaruh kewajaran penyajian laporan keuangan ditinjau 
dari aspek kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 
Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan pada Perundang-undangan, dan 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap 
Akuntabilitas Keuangan? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 





1. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek 
Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap 
Akuntabilitas Keuangan 
2. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek 
Kecukupan Pengungkapan terhadap Akuntabilitas Keuangan 
3. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek 
Kepatuhan pada Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas 
Keuangan 
4. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek 
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas 
Keuangan 
5. Pengaruh kewajaran penyajian laporan keuangan ditinjau dari aspek 
kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan 
Pengungkapan, Kepatuhan pada Perundang-undangan, dan Efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap 
Akuntabilitas Keuangan 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi 
yang berarti bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu: 
1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah 
wawasan akan pengelolaan keuangan daerah terutama berkaitan 





2. Bagi pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian, penelitian ini 
diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan dalam 
pengelolaan keuangan pemerintah daerah 
3. Bagi masyarakat atau publik, penelitian ini sebagai bahan informasi 























KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
A. Kajian Teori 
1. Akuntabilitas Keuangan 
Hapsari (2010) menjelaskan fenomena yang terjadi dalam 
perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya 
tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun 
daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan 
secara periodik. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi 
dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, 
harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan 
hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak 
untuk didengar aspirasinya. 
a. Pengertian Akuntabilitas 
Menurut Abdul Halim (2014: 39) akuntabilitas memiliki arti 
memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk 
dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung 
jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih 
lanjut, akuntabilitas menghatuskan tiap badan yang mengelola 





perhitungan. Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk 
pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 
seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang 
meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan 
sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu 
badan. 
Menurut Mardiasmo (2009: 20) akuntabilitas publik adalah 
kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada 
pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 
Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan 
yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik 
siapa, yang mana, dan bagaimana, pertanyaan yang memerlukan 
jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, 
mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa 
pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab 
terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah 
pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang 
memadai, dan lain sebagainya. Akuntabilitas publik terdiri dari dua 
macam, yaitu: (1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada 





pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas 
horizontal). 
b. Akuntabilitas Keuangan 
Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Tahun 2010 
akuntabilitas merupakan bentuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan secara periodik. Menurut Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) (2011:14), akuntabilitas keuangan merupakan 
pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, 
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran 
pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan 
perundangundangan yang berlaku mencakup penerimaan, 
penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. 
Menurut Abdul Halim (2014) akuntabilitas keuangan daerah 
merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban, serta 
pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Pewakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun 





Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal 4 dalam 
Akuntabilitas Keuangan yaitu: 
Pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan 
perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 
bertanggungjawabdengan memperhatikan azas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarkat. 
 
Menurut Abdul Halim (2014) akuntabilitas yang efektif 
mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut: 
1) Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung 
jawab terhadap pokok dan fungsi intansi, serta program 
pembangunan yang dipercayakan kepadanya termasuk pelayanan 
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang 
berada dibawah wewenangnya). 
2) Mencangkup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas 
keuangan, ekonomis, efisien, dan sesuai prosedur. 
3) Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk 
menilai kinerja maupun unit instansi. 
4) Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang 
handal, untuk menjamin keabsahan, objektivitas dan ketepatan 
waktu penyampaian informasi. 
5) Adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap 
akuntabilitas suatu isntansi. 







c. Indikator Akuntabilitas Keuangan 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006, akuntabilitas keuangan dapat diukur berdasarkan kriteria 
berikut:  
1) Secara tertib maksudnya adalah keuangan daerah dikelola secara 
tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti 
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
2) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa 
pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan 
3) Efektif merupakan hasil pencapaian hasil program dengan target 
yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan 
keluaran dengan hasil. 
4) Efisien merupakan pencapain keluaran yang maksimum dengan 
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk 
mencapai keluaran tertentu. 
5) Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan 
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. 
6) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 
seluas-luasnya tenteng keuangan daerah. 
7) Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang 





sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
8) Keadilan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan 
pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan 
kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif. 
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Mardiasmo (2009: 159) laporan keuangan pada dasarnya adalah 
hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 
berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaaan 
dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 
perusahaan tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang 
menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan mengenai, posisi keuangan, kinerja 
perusahaan/organisasi, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lain 
yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi 
dari suatu kesatuan usaha. 
Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) merupakan laporan yang terstruktur mengenai 
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu 





keuangan yaitu laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya 
merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada 
rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau 
transaksi lainnya. Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan 
entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan 
keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan 
keuangan pemerintah daerah merupakan  pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 
diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur keuangan daerah, antara lain: 
1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara 
2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Penilaian Kinerja 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 





7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah 
b. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 
Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus 
diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas 
informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep 
pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik 
mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan 
sebagai bukti pertanggungjawab dan pengelolaan (Mardiasmo, 2009). 
Menurut PSAK (2012) tujuan laporan keuangan yaitu untuk 
tujuan umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan 
kinerja yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau 
pertanggungjawaban manajeman atas penggunaan sumber-sumber 
daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam Mardiasmo (2009:167) 
sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, 
Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan 
Statement of Financial Accounting Concepts No.4 (SFAC 4) 
mengenai tujuan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba 





Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut 
adalah: 
1) Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat 
memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon 
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya 
dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi 
sumber daya organisasi.  
2) Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon 
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya 
dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis 
serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan 
tersebut.  
3) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon 
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya 
dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas 
pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek keinerja 
lainnya.  
4) Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, 
kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari 
transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber 
daya dan kepentingan sumber daya tersebut.  
5) Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu 





keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta 
informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi tersebut. 
6) Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi 
memperoleh dan membelanjakan kas atas sumber daya kas, 
mengenai hutang dan pembayaran kembali hutang, dan mengenai 
factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.  
7) Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai 
dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. 
c. Pelaku Akuntansi Keuangan Daerah 
Menurut Irwan Ritonga (2012: 12) pelaku akuntansi keuangan 
daerah meliputi pelaku akuntansi pada entitas pelaporan (level 
Pemerintah daerah) dan pelaku akuntansi pada entitas akuntansi (level 
Satuan Kerja Perangkat Daerah). Entitas pelaporan adalah pemerintah 
daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerinatah daerah atau 
organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan 
organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 
Entitas akuntansi merupakan unit pemerintah pengguna anggaran 
yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas keuangan. 
1) Pelaku Akuntansi pada Entitas Pelaporan (Level Pemerintah 
Daerah) 





Kepala daerah selaku pemerintah daerah adalah 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan 
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 
b) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
Dalam bidang akuntansi, Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (PPKD) bertugas melaksanakan sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan daerah dan menyajikan informasi 
keuangan daerah. 
2) Pelaku akuntansi pada Entitas Akuntansi (Level Satuan Kerja 
Perangkat Daerah) 
a) Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang 
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun 
laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD pada SKPD yang bersangkutan dan menyampaikan 
pada entitas yang lebih tinggi melalui PPKD 
b) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 
Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan 
anggaran yang dimuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran 
SKPD (DPA-SKPD), kepala SKPD menetapkan pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai 





bidang akuntansi, PPK-SKPD mempunyai tugas menyiapkan 
laporan keuangan SKPD. 
d. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Laporan keuangan untuk lingkup pemerintah daerah meliputi 
laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan 
konsolidasi dari seluruh laporan keuangan SKPD yang disusun dalam 
bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan 
paragraf 28 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan SAP 
Berbasis Akrual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas: 
1) Laporan Realisasi Anggaran 
2) Leporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
3) Neraca 
4) Laporan Operasional 
5) Laporan Perubahan Ekuitas 
6) Laporan Arus Kas 
7) Catatan atas Laporan Keuangan 
Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini, sebenarnya sebagai 
pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menginstruksikan penerapan 
akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni, namun diperkenankan 
penerapan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2015. 
Terdapat perbedaan dalam komponen laporan keuangan berdasarkan 
SAP Berbasis Akrual dengan SAP sebelumnya yaitu SAP Berbasis 





Tabel 1. Perbedaan Kompenen Laporan Keuangan 
PP No. 24 Tahun 2005 
(Basis Kas menuju Akrual) 
PP No. 71 Tahun 2010 
(Basis Akrual) 
 Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) 
 Neraca 
 Laporan Arus Kas 
 Catatan Atas Laporan Keuangan 
 Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) 
 Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih 
 Neraca  
 Laporan Operasional 
 Laporan Perbahan Ekuitas 
 Laporan Arus Kas 
 Catatan Atas Laporan Keuangan 
Sumber: Irwan Ritonga (2012) 
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, 
dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh 
pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan 
antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 
Pengertian laporan realisasi anggaran menurut Indra Bastian 
(2010) adalah Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang 
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, 
surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Sedangkan 
pengertian laporan realisasi anggaran menurut Abdul Halim 
(2014) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi 
dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh 





Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan 
realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar 
sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang 
dikelola oleh pemerintah daerah dan mebandingkan anggaran 
dengan realisasi dalam satu periode.  
Laporan realisasi anggaran menurut Mahmudi (2011) dapat 
dikelempokan menjadi enam bagian yaitu: 
a) Pendapatan, pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen 
yaitu: Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain 
lain pendapatan yang sah. 
b) Belanja, Pos belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 
belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. 
c) Tranfer, transfer pada umumnya juga merupakan bagian dari 
belanja pemerintah daerah. Untuk pemerintah profinsi 
pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil pendapatan ke 
kabupaten/kota. Untuk pemerintah kabupaten/kota 
pengeluaran transfer berupa transfer/ bagi hasil pendapatan 
ke desa. 
d) Surplus/defisit, selisih antara pendapatan dan belanja dicatat 
dalam pos surplus/defisit. 
e) Pembiayaan, pembiyaan dikategorikan menjadi dua yaitu 





f) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 
adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan 
pengeluaran daerah selama periode anggaran.  
2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)  
Laporan perubahan SAL merupakan salah satu laporan yang 
sebelumnya tidak ada dalam laporan keuangan pokok pemerintah 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini 
menginformasikan penggunaan dari Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya atau sumber dana yang 
digunakan untuk menutup Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran 
(SiKPA) tahun lalu, sehingga tersaji sisa lebih atau kurang 
pembiayaan anggaran tahun berjalan.  
3) Neraca Daerah 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 
menyatakan Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana 
pada tanggal tertentu. 
Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 85 Ayat mengemukakan Posisi 





pada pengertian aktiva sumber daya seperti hutan, sungai, 
kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta 
peninggalan sejarah yang menjadi asset nasional. 
Tujuan neraca adalah menyajikan informasi mengenai posisi 
keuangan daerah pada saat tertentu, biasanya pada akhir tahun 
anggaran. Posisi keuangan daerah adalah keadaan asset, 
kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah daerah 
pada akhir periode akuntansi. Menurut Mahmudi (2011) unsur 
yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas 
dana. Masing masing unsur didefinisikan sebagai berikut: 
a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa 
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa 
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah 
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber 
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber 
daya ekonomi pemerintah. 
c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 





pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir 
ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas 
4) Laporan Operasional (LO)  
Sebagai konsekuensi penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual, maka Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010 mensyaratkan bagi entitas pelaporan untuk 
menyajikan Laporan Operasional sebagai bagian dari pelaporan 
finansial pada laporan keuangan pokok pemerintah. Laporan 
Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh 
pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup 
secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari: 
a) Pendapatan – LO dari kegiatan operasional 
b) Beban dari kegiatan operasional 
c) Surplus/ defisit dari kegiatan non-operasional (bila ada) 
d) Pos luar biasa (bila ada) 
e) Surplus/ defisit – LO 
5) Laporan Perubahan Ekuitas 
Lapoarn Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang 
baru wajib disajikan oleh entitas pemerintah berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Perubahan 





tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE 
merupakan laporan yang menghubungkan antara LO dan Neraca, 
sehingga penyusunan LO, LPE, dan Neraca mempunyai 
keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabnkan. LPE sekurang-
kurangnya menyajikan pos-pos berikut: 
a) Ekuitas awal 
b) Surplus/ defisit – LO periode bersangkutan 
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi 
ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan 
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. 
d) Ekuitas akhir  
6) Laporan Aliran Kas 
Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 
Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 81 mengatakan laporan aliran kas 
menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas 
dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas 
pembiayaan. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 laporan aliran arus kas dapat disusun dengan 
metode langsung maupun tidak langsung. Tujuan laporan aliran 
kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam 
memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi 





Laporan aliran kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, 
pengeluaran dan saldo akhir kas daerah dalam suatu periode 
akuntansi tahun berkenaan. Laporan aliran kas menyajikan 
informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang 
berkaitan dengan aktifitas operasi, investasi dan pembiayaan. 
Unsur yang dicakup dalam laporan aliran kas terdiri dari 
penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing 
didefinisikan sebagai berikut: 
a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke 
Bendahara Umum Negara/Daerah. 
b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari 
Bendahara Umum Negara/Daerah. 
Laporan arus kas dibagi dalam empat aktivitas utama yaitu 
arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas intvestasi, 
arus kas dari kativitas pembiyaan dan arus kas dari aktivitas non 
anggaran (Mahmudi, 2011). 
7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
Menurut Bastian (2009) Catatan atas Laporan Keuangan 
adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat 
dipahamai oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk 
pembaca tertentu maupun manajemen entitas palaporan. Catatan 
atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 





Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan keuangan 
juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang 
dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar 
akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang 
diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan 
secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan 
hal-hal sebagai berikut: 
a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan 
ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN 
atau Peraturan Daerah APBD, berikut kendala dan hambatan 
yang dihadapi dalam pencapaian target. 
b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama 
tahun pelaporan. 
c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan 
keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih 
untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya. 
d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar 
akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar 
muka lapora keuangan. 
e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban 





pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 
penerapan basis kas, dan 
f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk 
penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka 
laporan keuangan. 
Mahmudi (2011) menjelaskan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan secara lebih rinci atas 
elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, 
laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas. Bagi para 
pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Catatan atas 
Laporan Keuangan ini sangat penting untuk dibaca dan 
dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengambilan 
keputusan. 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan 
keuangan konsolidasi dari laporan keuangan yang disajikan tiap 
Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) dalam pemerintahan. 
Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan keselurhan laporan keuangan entitas pelaporan 
sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal (Irwan Ritonga, 2012). 
Sebagai unit pemerintah pengguna anggaran, SKPD berkewajiban 
menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban 
penggunaan anggaran SKPD. Laporan keuangan yang disusun oleh 





1) Neraca – SKPD 
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) – SKPD 
3) Laporan Operasional (LO)– SKPD 
4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
3. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan 
Berdasarkan PSAK Nomor 1 Tahun 2012 penyajian laporan keuangan 
secara wajar yaitu: 
Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja 
keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar 
mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa 
dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, 
laibilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar 
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK, 
dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap 
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 
 
Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan asersi atau 
pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang 
menginformasikan kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang 
ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Agar 
dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-
pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam 
pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat 
digunakan dalam pengambilan keputusan (Hapsari, 2007). 
Agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam 
laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum. Pada saat ini, pemerintah di Indonesia sudah 





prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010. Di dalamnya terdapat kerangka konseptual akuntansi 
pemerintahan yang memuat karakteristik kualitatif laporan keuangan 
pemerintah. Karakteristik kualitatif itu dapat diartikan sebagai ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun kriteria dan unsur-unsur 
pembentuk kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam 
laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat terdiri dari 
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 
Penilaian kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah salah satunya berdasarkan kesesuaian terhadap standar 
akuntansi pemerintah yang ada. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tanggal 13 Juni 2005 yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi 
Pemerintahan (KSAP) yang sekarang telah menjadi Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010. KSAP merupakan salah satu kompartemen yang 
berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Terbitnya SAP ini juga 
mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di 
pemerintahan.  
Diana Sari (2012) menjelaskan di Indonesia pemeriksaan menurut 
amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 





yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan 
keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai 
(reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara 
wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya. 
Representasi kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah yang 
dituangkan dalam bentuk opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 
dengan mempertimbangkan kriteria berikut: 
a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
b. Kecukupan pengungkapan 
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
d. Efektivitas pengendalian internal.  
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 
pemerintah daerah terdiri atas empat jenis opini (BPK, 2008). Opini 
tersebut yakni, opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), 
opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), opini Tidak Wajar 
(adverse opinion) dan pernyataan menolak memberi opini (disclaimer 
opiniom). Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan opini audit 
yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan 
informasi yang bebas dari salah saji material. Selain opini WTP, terdapat 
opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), opini WTP-DPP 
dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan 
suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak 





Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang 
diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas 
dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang 
menjadi pengecualian. Opini Tidak Wajar adalah opini audit yang 
diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau 
dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang 
sebenarnya. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) bukanlah 
merupakan sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan 
pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan 
jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau 
tidak. 
a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah (Mahmudi, 2011). Dengan demikian SAP 
merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 
Menurut Abdul Halim (2014) salah satu upaya konkrit untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan 
negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan 
negara yang memenuhi prinsip tepat waktu, dan disusun mengikuti 
standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Hal itu 





Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan 
pemerintahan. 
SAP dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, 
yang selanjutnya disebut PSAP. PSAP tersebut dilengkapi dengan 
Interprestasi Standar Pernyataan Akuntansi Pemerintah (IPSAP), yang 
merupakan klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas 
pernyataan SAP serta dilengkapi pula dengan bulletin teknis. Bulletin 
teknis merupakan informasi yang diterbitkan oleh komite standar 
akuntansi pemerintah yang memberikan arahan atau pedoman secara 
tepat waktu untuk mengatasi permasalahan akuntansi maupun 
pelaporan keuangan yang timbul. Kerangka konseptual akuntansi 
penerintah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan 
pengembangan standar akuntansi pemerintah bagi komite standar 
akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan 
pemeriksaaan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang 
belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintah. 
Berdasarkan Peratutan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, laporan 
keuangan pemerintah daerah sesuai dengan SAP apabila memenuhi 





1) Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar 
Menurut Abdul Halim (2014) asumsi dasar dalam laporan 
keuangan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu 
kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat 
diterapkan, asumsi dasar dalam laporan keuangan terdiri dari: 
a) Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun 
akuntansi, berbrti bahwa setiap unit organisasi dianggap 
sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk 
menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan 
antara unit instansi pemerintah dan pelaporan keuangan 
b) Asumsi kesinambungan entitas, laporan keuangan disusun 
dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut 
keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan 
tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan 
dalam jangka pendek. 
c) Asumsi kerukunan dalam satuan uang, laporan keuangan 
entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang 
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. 
2) Laporan keuangan memuat karakteristik laporan keuangan 
Karakteristik laporan keuangan menurut Abdul Halim (2014) 
adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam 
informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun 





a) Relevan, Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila 
informasi dalam laporan keuangan termuat didalamnya dapat 
mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu 
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 
memprediksi masa depan. 
b) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari 
pengertian menyesatkandan kesalahan material. 
c) Dapat dibandingkan, infoemasi dalam laporan keuanganakan 
lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan 
keuangan sebelumnya dan laporan keuangan instansi lain. 
d) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan dapat dipahami oleh penggunanya. 
3) Berdasarkan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, prinsip 
akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksud sebagai ketentuan 
yang dapat dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam 
penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan 
pelapoan keuangan dalam melakukan kegiatannya. 
4) Penyajian Unsur laporan keuangan, laporan keuangan dalam suatu 
entitas harus menyajian unsur laporan keuangan sesuai dengan 
kegiatan entitas pelaporannya.  
b. Kecukupan Pengungkapan Laporan keuangan 
Pengungkapan informasi yang akuntabel dan transparan merupakan 





akuntabilitas atas pengungkapan laporan keuangan ditentukan oleh 
suatu ukuran yang berlaku secara umum dan reliabel. Dalam kerangka 
konseptual SAP, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah 
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, 
sosial, maupun politik dengan menyajikan informasi mengenai 
pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, 
kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan sebenar-
benarnya.  
Cakupan informasi dipengaruhi tingkat pengungkapan laporan 
keuangan. Terdapat tiga konsep dalam tingkat pengungkapan, antara 
lain (Hendriksen, 2002):  
1) Pengungkapan cukup (adequate disclosure) adalah pengungkapan 
informasi oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi kewajiban 
dalam menyampaikan informasi. Informasi yang diungkapkan 
sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan terutama 
informasi yang menurut lembaga terkait wajib disajikan. 
Pengungkapan jenis ini banyak dilakukan oleh perusahaan.  
2) Pengungkapan wajar (fair disclosure) adalah pengungkapan yang 
dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan sejumlah informasi 
yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna Laporan 





3) Pengungkapan lengkap (full disclosure) adalah pengungkapan yang 
menyajikan semua informasi yang relevan. Informasi yang  
diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah 
dengan informasi lain yang diungkapkan secara suka rela. Full 
disclosure dapat membantu mengurangi terjadinya informasi 
asimetris, namun seringkali dinilai berlebihan  
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kecukupan 
pengungkapan merupakan penyajian informasi relevan yang 
melengkapi penyajian informasi keuangan. Informasi dikatakan 
“cukup” apabila ketiadaan informasi tersebut mengakibatkan pengguna 
laporan keuangan salah mengambil keputusan. Kecukupan 
pengungkapan tidak ditentukan dari banyaknya informasi yang 
diungkapkan dalam laporan keuangan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
Pasal 16 ayat (1) adalah pengungkapan yang cukup, dimana laporan 
keuangan harus mengungkapkan informasi yang wajib disajikan 
berdasarkan SAP. Salah satu komponen pokok dalam laporan 
keuangan adalah catatan atas laporan keuangan (CaLK). Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) LKPD digunakan sebagai alat ukur tingkat 
pengungkapan pemerintah daerah (Dyah Setyaningrum, 2012). 
Indikator kecukupaan pengungkapan laporan keuangan pemerintah 





Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan oleh 
Pemerintah Daerah dalam CaLK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:  
1) Menyajikan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas 
akuntansi. 
2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi 
makro, pencapaian target Undang-undang APBN/ Perda APBD. 
3) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun 
pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 
pencapaian target. 
4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 
5) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka 
(on the face) laporan keuangan. 
6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian 
yang wajar yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) 
laporan keuangan. 
Berdasarkan PSAK No 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, 






1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 
dan kebijakan akuntansi yang digunakan 
2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak 
disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan 
3) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun 
dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk 
memahami laporan keuangan 
4) Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK dan ringkasan kebijakan 
akuntansi signifikan yang diterapkan.  
5) Menyajikan infromasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan 
dalam laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi 
komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, 
sesuai dengan urutan penyajian laporan keuangan. 
c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 
Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada 
perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, 
taat, tunduh, patuh pada aturan atau ajaran. 
Tuntutan akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah telah diatur 
dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan selanjutnya diatur 
dalam Peraturan BPK RI Nomor 07 Tahun 2007 tentang Standar 





otonomi daerahnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, 
termasuk dalam proses penyusunan laporan keuangan hingga penyajian 
LKPD. BPK sebagai pemeriksa laporan keuangan pemerintah 
mengisyaratkan keharusan penyajian laporan keuangan patuh terhadap 
peraturan perundang-undangan. 
Peraturan Perundang-undangan yang mempengaruhi opini Badan 
Pemeriksa Keuangan merupakan peraturan yang terkait penyajian 
laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan yang terkait penyajian 
Laporan Keuangan, antara lain: 
1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara 
2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Penilaian Kinerja 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pengurusan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 






Tidak semua ketidaksesuaian terhadap ketentuan perundang-
undangan menjadi pertimbangan dalam pemberian opini Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketidakpatuhan dan atau penyimpangan 
dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyajian laporan 
keuangan akan diungkapakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka 
pemeriksaan laporan keuangan.  
Indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
merujuk pada regulasi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. Indikator kepatuhan terhadap peratura perundang-
undangan, antara lain (BPK, 2008): 
1) Ketentuan penyajian informasi keuangan secara bruto (asas bruto) 
2) Ketentuan bahwa belanja merupakan pagu maksimal dan 
pendapatan adalah target yang harus dicapai 
3) Ketentuan pengungkapan bahwa penjelasan atas selisih anggaran 
dan realisasi yang signifikan 
4) Ketentuan penerimaan dan pengeluaran kas harus 
diadministrasikan dalam anggaran 
d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 
Sistem Pengendalian Intern merupakan proses dan prosedur yang 
dijalan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan 
pengendalian dipenuhi (Romney dan Steinbart, 2014:226). Sistem 





yang dianut oleh bagian keuangan, tetapi meliputi pengendalian 
anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa 
intern. Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang 
meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang 
dikoordinasikan untuk digunakan dalam entitas dengan tujuan untuk 
menjaga keamanan aset milik entitas, memeriksa ketelitian dan 
kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu 
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 
Pengendalian intern pada pemerintah daerah dirancang dengan 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur 
pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 
SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai 
atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, 
keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset Negara, dan kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPK, 
2014) 
Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan 
target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan 
perbandiangan outcome dan output (Mardiasmo, 2009:3). Efektivitas 





sehingga efektivitas merupakan derajat keberhasilan atau kegagalan 
dalam mencapai target yang telah ditentukan. 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah tingkat 
keberhasilan sistem pengendalian intern sesuai target yang ditetapkan. 
Dalam penyajian laporan keuangan, Efektivitas SPI merupakan 
ketercapaian proses dan prosedur yang digunakan untuk menjaga 
keamanan aset milik pemerintah, memeriksa ketelitian dan kebenaran 
data akuntansi, mendorong efisiensi dan kepatuhan pada kebijakan 
manajemen dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban Pemerintah 
Daerah.  
Efektivitas sistem pengendalian intern dibuktikan dengan penyajian 
informasi keuangan secara wajar dan cukup dalam laporan keuangan. 
Efektivitas SPI dapat ditentukan apabila sistem tersebut telah berjalan.   
Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan 
perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang di desain 
untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadahi dan mampu 
mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan 
dalam tiga kategori, sebagai berikut: 
1) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu 
kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan 
akuntansi dan pelaporan keuangan. 
2) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan 





pemungutan dan penyetoran penerimaan daerah serta pelaksanaan 
kegiatan pada entitas 
3) Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang 
terkait dengan ada / tidaknya struktur pengendalian intern atau 
efektivitas struktur pengendalian intern dalam entitas  
Indikator efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah 
berdasarkan Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Badan Pemeriksa 
Keuangan No. 03.01, yakni: 
1) Pengendalian pencatatan akuntansi 
2) Pengendalian pelaporan keuangan 
3) Pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
4) Struktur pengendalian intern 
B. Penelitian yang Relevan 
1. Putu Sri Wahyuni (2014) dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan 
Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap 
Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi empiris pada pemerintahan 
Kabupaten Bandung)”.  
Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 35 SKPD yang terdiri dari 
15 Dinas, 6 Badan, 1 Inspektorat, 2 Sekretariat, 1 RSUD, 4 kantor, 6 
Kecamatan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 70 orang. Hasil 
penelitian menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan 
simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan 





Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah variabel 
terikat yang dipilih yaitu, akuntabilitas keuangan daerah dan variabel 
bebas yang digunakan yaitu, penyajian laporan keuangan daerah. Variabel 
bebas tersebut dimodifikasi dengan adanya penilaian kewajaran atas 
penyajian laporan keuangan daerah. Metode pengumpulan data dengan 
menyebar kuesioner. Perbedaan dari penelitian ini adalah subjek, objek, 
tempat dan waktu  penelitian. Variabel bebas dari penelitian ini adalah 
penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan 
daerah, penulis modifikasi menjadi kewajaran penyajian laporan 
keuangan. Selain itu, perbedaan teknik analisa, teknik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis berganda, uji t, dan uji f. 
2. Surya Metta Silany (2013) dengan judul “Pengaruh Penyajian Neraca 
Daerah dan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah: 
(Studi Kasus pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung)”.  
Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 17 Dinas Pemerintah Kota 
Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian neraca 
daerah secara parsial memberikan pengaruh yang cukup kuat 
terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan pengawasan intern secara 
parsial memberikan pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas keuangan 
daerah. Secara simultan penyajian neraca daerah dan pengawasan intern 
memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap akuntabilitas keuangan 





pengawasan intern meningkat maka akuntabilitas akan mengalami 
peningkatan dan juga sebaliknya.  
Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah variabel 
terikat yang dipilih yaitu, akuntabilitas keuangan daerah. Perbedaan dari 
penelitian ini adalah subjek, objek, tempat dan waktu  penelitian. Variabel 
bebas dari penelitian ini adalah penyajian neraca daerah dan pengawasan 
intern, penulis modifikasi menjadi kewajaran penyajian laporan keuangan. 
Selain itu, perbedaan teknik analisa, pengujian statistik yang digunakan 
adalah korelasi pearson, metode alternatif partial least square, pengujian 
hipotesis dan menggunakan aplikasi software SmartPLS 2.0. 
3. Saufi Iqbal Nasution (2010) dengan judul “Pengaruh Penyajian Neraca 
SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi 
dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi 
Sumatera Utara”. 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
assosiatif kausal. Metode pengambilan sample yang digunakan penulis 
adalah simple random sampling. Hasil dari penelitian tersebut bahwa 
variabel penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan 
SKPD secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. 
Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah variabel 
terikat yang dipilih yaitu, akuntabilitas keuangan daerah. Selain itu, 





penelitian, dan teknik analisis data. Adapun teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara pembagian kuesionee. Pengujian Asumsi klasik 
yang digunakan peneliti meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan 
uji heterokedastisitas. Sedangkan model penelitian yang digunakan 
peneliti adalah dengan menggunakan analisis statistik persamaan Regresi 
Linear Berganda, adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan uji 
signifikansi simultan, uji signifikansi parsial, dan koefisien determinan. 
Perbedaan dari penelitian ini adalah subjek, objek, tempat dan waktu  
penelitian. Variabel bebas dari penelitian ini adalah penyajian neraca 
SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD, penulis modifikasi 
menjadi kewajaran penyajian laporan keuangan.  
C. Kerangka Berpikir  
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. 
Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para 
pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. 
Di samping sebagai suatu informasi, laporan keuangan juga sebagai 
pertanggungjawaban atau accountability dan juga dapat menggambarkan 
indikator kesuksesan suatu organisasi/instansi dalam mencapai tujuannya. 
Kewajaran penyajian laporan keuangan meliputi kesesuaian dengan SAP, 
kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap Undang-Undang, dan 
efektifitas sistem pengendalian internal. Hubungan antara kewajaran 





1. Pengaruh aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
terhadap akuntabilitas keuangan  
Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berubah dari berbasis 
kas menjadi berbasis akrual. SAP memuat ketentuan penyusunan laporan 
keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai 
kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah di Indonesia.  
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban entitas atas 
penggunaan anggaran kepada masyarakat dan legislator. Atas 
pertanggungjawaban tersebut maka laporan keuangan harus berterima 
umum dengan sesuai standar yang berlaku. Penyajian laporan keuangan 
yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berterima umum 
memfasilitasi terciptanya akuntabilitas keuangan. Sebaliknya, apabila 
penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintah akan dapat menurunkan akuntabilitas keuangan.  
2. Pengaruh aspek kecukupan pengungkapan terhadap akuntabilitas 
keuangan 
Kecukupan pengungkapan merupakan pengungkapan informasi 
relevan yang melengkapi penyajian informasi keuangan. Informasi 





pengguna laporan keuangan salah mengambil keputusan. Kecukupan 
pengungkapan tidak ditentukan dari banyaknya informasi yang 
diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan 
sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan terutama informasi 
yang menurut lembaga terkait wajib disajikan. 
Akuntabilitas keuangan dapat tercipta melalui pelaporan keuangan. 
Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi 
yang bermanfaat bagi para pengguna terkait pengambilan keputusan. 
Ketidakcukupan pengungkapan dapat mengakibatkan pengguna salah 
dalam mengambil keputusan. Hal tersebut menjadi bukti kurangnya 
akuntabilitas keuangan atas laporan keuangan tersebut. Sebaliknya, 
apabila laporan keuangan telah cukup dalam pengungkapannya, maka 
dapat tercipta akuntabilitas keuangan.  
3. Pengaruh aspek kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap 
akuntabilitas keuangan 
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah 
satu kriteria kewajaran penyajian laporan keuangan. Peraturan 
perundang-undangan yang dapat mempengaruhi opini pemeriksa adalah 
peraturan terkait dengan penyajian laporan keuangan. Ketidakpatuhan 
terdapat peraturan perundang-undangan dapat berdampak pada salah saji 
dalam laporan keuangan. Lebih lanjut, akan menurunkan kualitas laporan 
keuangan yang berdampak pada opini kewajaran oleh BPK yang akan 





Penyajian laporan keuangan secara wajar merupakan salah satu 
bentuk akutabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan dapat tercipta 
melalui penyajian laporan keuangan secara wajar. Kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara menyajikan 
laporan keuangan secara wajar. Sehingga, dengan mematuhi peraturan 
perundang-undangan dapat menghasilkan penyajian laporan keuangan 
yang wajar. 
4. Pengaruh aspek efektivitas sistem pengendalian internal terhadap 
akuntabilitas keuangan 
Efektivitas sistem pengendalian internal sebuah entitas adalah 
apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan 
keuangan, keamanan aset Negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keandalan laporan 
keuangan dapat tercipta jika sistem pengendalian internal berjalan 
dengan efektif. Sebaliknya, apabila sistem pengendalian internal lemah 
akan berpengaruh pada efektivitas sistem tersebut untuk menyajikan 
laporan keuangan secara wajar dan cukup. 
Kewajaran dan kecukupa laporan keuangan merupakan syarat 
terciptanya akuntabilitas keuangan. Dengan sistem pengendalian intenal 
yang efektif, laporan keuangan dapat disajikan wajar dan cukup. Hal 





sebaliknya, sistem pengendalian internal lemah akan berpengaruh pada 
kewajaran dan kecukupan penyajian laporan keuangan. 
D. Paradigma Penelitian 
Penelitian ini menggunakan variabel terikat akuntabilitas keuangan dan 
variabel bebas kewajaran penyajian laporan keuangan. Berdasarkan dari 
penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat 







Gambar 1. Paradigma Penelitian 
Keterangan: 
X1 : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
X2 : Kecukupan Pengungkapan 
X3 : Kepatuhan terhadap Perundang-undangan 
X4 : Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 
Y : Akuntabilitas Keuangan 
H1 : Hipotesis Pertama 
H2 : Hipotesis Kedua 

















H4 : Hipotesis Keempat 
H5 : Hipotesis Kelima 
 : Pengaruh secara parsial kewajaran penyajian laporan 
keuangan terhadap akuntabilitas keuangan 
 : Pengaruh secara simultan kewajaran penyajian laporan 
keuangan terhadap akuntabilitas keuangan 
  
 
E. Hipotesis Penelitian 
Sugiyono (2015:79) menjelaskan bahwa hipotesis menyatakan hubungan 
yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan 
proposisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis menjadi dasar untuk 
membuat kesimpulan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
H1: Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kesesuaian 
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan 
H2: Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kecukupan 
Pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas 
Keuangan 
H3: Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari Aspek Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan 
H4: Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Efektivitas 






H5: Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kesesuaian 
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan 
Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama 






A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Temanggung pada 
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Temanggung. Objek 
dalam penelitian ini adalah Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan yang 
terdiri atas aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern yang mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan pada Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Temanggung. Proses penelitian 
telah dilakukan pada bulan Februari - Maret 2016 
B. Desain Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Survei dapat memberikan 
manfaat untuk tujuan-tujuan deskriptif, membantu dalam hal membandingkan 
kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 
Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu secara 
alamiah yang menggambarkan suatu variabel, gejala atau kejadian yang apa 
adanya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan 
sebagainya.  
Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan 
untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, 
karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Apabila dilihat dari 
karakteristiknya, penelitian ini termasuk pada penelitian kausal-komparatif 




   
akibat antara dua variabel atau lebih. Tujuan dari penelitian kausal komparatif 
adalah untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dan 
menyelidiki hubungan sebab akibat.  
C. Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan empat variabel 
independen. 
1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)  
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat merupakan 
variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi 
(Sekaran, 2007: 116). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
Akuntabilitas Keuangan. 
2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab berubahannya atau timbulnya variabel terikat, baik secara 
positif atau negarif (Sekaran, 2007: 116). Variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan. Kewajaran Penyajian 
Laporan Keuangan terdiri dari 4 aspek yaitu aspek Kesesuaian dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektifitas Sistem 






   
D. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional dari masing-masing variabel pada penelitian ini di 
uraikan sebagai berikut: 
1. Akuntabilias Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah merupakan 
pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan 
ketaatan terhadap peraturan perundangundangan tentang pengelolaan 
keuangan SKPD. Akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban perangkat 
daerah dalam menyajikan laporan keuangan 
SKPD (Mardiasmo, 2009) 
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini 
diukur dengan menggunakan indikator dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Indikator tersebut adalah tertib, taat pada 
peaturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, 
bertanggungjawab, dan keadilan. 
2. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) 
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah penyajian 
laporan keuangan pemerintah disusun sesuai dengan SAP yang berlaku. 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 




   
menjadi berbasis akrual. SAP memuat ketentuan penyusunan laporan 
keuangan pemerintah. 
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah diukur 
menggunkan indikator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 
Indikator tersebut adalah berdasarkan asumsi dasar, memuat karakteristik 
laporan keuangan, berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, 
dan memuat unsur – unsur laporan keuangan. 
3. Kecukupan Pengungkapan (X2) 
Kecukupan pengungkapan merupakan penyajian informasi relevan 
yang melengkapi penyajian informasi keuangan. Informasi dikatakan 
“cukup” apabila ketiadaan informasi tersebut mengakibatkan pengguna 
laporan keuangan salah mengambil keputusan. Kecukupan pengungkapan 
tidak ditentukan dari banyaknya informasi yang diungkapkan dalam 
laporan keuangan. 
Kecukupan pengungkapan diukur menggunakan indikator berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Indikator kecukupan 
pengungkapan diukur berdasarkan informasi yang disajikan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan (CaLK). Sehingga indikator kecukupan 
pengungkapan adalah informasi tentang kebijakan, ikhtisar pencapaian 
kinerja keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih, informasi wajib sesuai SAP, informasi 





   
4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (X3) 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah ketaatan 
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan 
dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan terkait 
penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, antara lain Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.  
Indikator Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 
menurut BPK dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Badan 
Pemeriksa Keuangan Nomor 03.01 adalah Ketentuan penyajian informasi 
keuangan secara bruto (asas bruto), ketentuan bahwa belanja merupakan 
pagu maksimal dan pendapatan adalah target yang harus dicapai, ketentuan 
pengungkapan bahwa penjelasan atas selisih anggaran dan realisasi yang 
signifikan, dan ketentuan penerimaan dan pengeluaran kas harus 
diadministrasikan dalam anggaran 
5. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (X4) 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah tingkat 
keberhasilan sistem pengendalian intern sesuai target yang ditetapkan. 
Dalam penyajian laporan keuangan, Efektivitas SPI merupakan 




   
aset milik pemerintah, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan kepatuhan pada kebijakan manajemen dalam 
rangka pelaksanaan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Efektivitas 
sistem pengendalian intern dibuktikan dengan penyajian informasi 
keuangan secara wajar dan cukup dalam laporan keuangan.  
Efektivitas SPI diukur menggunakan indikator Pernyataan Standar 
Pemeriksaan (PSP) Badan Pemeriksa Keuangan No. 03.01. Indikator 
tersebut adalah pengendalian pencatatan akuntansi, pengendalian pelaporan 
keuangan, pengendalian pemungutan dan penyetoran penerimaan daerah, 
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan struktur 
pengendalian intern. 
E. Populasi dan Sampel Penelitian  
Populasi adalah totalitas nilai yang merupakan hasil menghitung atau 
pengukuran kuntitatif atau kualitatif dan karakteristik tertentu atau sekumpulan 
objek yang lengkap dan jelas sifatnya. Menurut Sugiono (2014) populasi 
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten 
Temanggung yang berjumlah 72 SKPD. Populasi sasaran yang dipilih 
berdasarkan lokasi penelitian sebanyak 228 responden. 
Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling, teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2014: 68). 




   
adalah Pegawai bagian Keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan 
laporan keuangan pada tiap entitas akuntansi keuangan daerah dan jika terdapat 
rangkap jabatan tidak lebih dari 1. Kualifikasi Pegawai penyusun laporan 
keuangan SKPD dalam penelitian ini adalah: 
1. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) 
2. Bendahara Umum/ Kas 
3. Pencatat Pembukuan 
4. Pembuat Dokumen 





1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 
2 Dinas Kesehatan 4 
3 Dinas Pekerjaan Umum 4 
4 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatka 4 
5 Dinas Kependudukan dan Catatam Sipil 4 
6 Dinas Sosial 4 
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 
8 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 4 
9 
Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah 
4 
10 Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan 4 
11 Dinas Peternakan dan Perikanan 4 
12 




13 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) 4 
14 Badan Kepegawaian Daerah 4 
15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 
16 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4 
17 Badan Penyuluhan 4 
 Kantor 
18 Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal 4 
19 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 4 
20 
Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan 
Masyarakat 
4 
21 Kantor Arsip dan Perpustakaan 4 
22 Sekretariat Daerah 4 
23 Sekretariar DPRD 4 





   





25 Kecamatan Temanggung 4 
26 Kecamatan Pringsurat 4 
27 Kecamatan Bulu 4 
28 Kecamatan Parakan 4 
29 Kecamatan Kedu 4 
30 Kecamatan Jumo 4 
31 Kecamatan Ngadirejo 4 
32 Kecamatan Candiroto 4 
33 Kecamatan Gemawang 4 
34 Kecamatan Kandangan 4 
 Kelurahan 
35 Kelurahan Temanggung 1 3 
36 Kelurahan Temanggung 2 3 
37 Kelurahan Jampiroso 3 
38 Kelurahan Kertosari 3 
39 Kelurahan Kowangan 3 
40 Kelurahan Madureso 3 
41 Kelurahan Kebonsari 3 
42 Kelurahan Banyuurip 3 
 Jumlah 168 
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Arikunto (2014:196), teknik pengumpulan data adalah cara-cara 
yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Untuk 
memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan (questionaire) yang 
diberikan kepada Pegawai bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Kabupaten Temanggung. Kuesioner akan dibagikan secara langsung 
kepada responden untu diisi sesuai denggan petunjuk yang ada dan kemudian 
dikembalikan kepada peneliti untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan 





   
G. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam 
melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau 
kuesioner. Data dikumpulkan dari para responden dengan menggunakan 
kuesioner dengan Skala Likert modifikasi yang digunakan untuk mengukur 
Akuntabilitas Keuangan, Kesesuaian terhadap SAP, Kecukupan 
Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Menurut Sutrisno Hadi (2004: 19), 
Skala Likert merupakan skala yang berisi lima tingkat jawaban mengenai 
kesetujuan responden terhadap pernyataan yang dikemukakan mendahului opsi 
jawaban yang disediakan. Modifikasi skala likert dimaksudkan untuk 
menghilangkan kelemahan yang dikandung oleh skala lima tingkat. Skala 
Likert modifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berdimensi empat. 
Alasan memilih Skala Likert modifikasi berdimensi empat karena untuk 
menghindari adanya kecenderungan responden menjawab netral terutama bagi 
responden yang ragu-ragu pada pilihan jawabannya dan untuk melihat 
kecenderungan responden ke arah setuju atau tidak setuju serta sangat sering 
atau sangat jarang.  
Pilihan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan 
Sangat Tidak Setuju (STS) digunakan untuk mengukur variabel Kesesuaian 
terhadap SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Khusus 




   
Sangat Sering (SS), Sering (S), Jarang (J), dan Sangat Jarang (SJ). Kisi-kisi 
instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
No. Variabel Indikator Referensi 
1 Kesesuaian 
dengan SAP 
a. Berdasarkan asumsi dasar PP No. 71 
Tahun 2010  b. Memuat karakteristik laporan 
keuangan 
  c. Berdasarkan prinsip akuntansi dan 
pelaporan 
 





a. Informasi tentang kebijakan  PP Nomor 71 
Tahun 2010  b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 
  c. Dasar penyusunan laporan keuangan 
  d. Kebijakan-kebijakan akuntansi  
  e. Informasi wajib sesuai SAP  
  f. Informasi pos-pos aset dan kewajiban  






a. Ketentuan penyajian informasi 








 b. Ketentuan bahwa belanja merupakan 
pagu maksimal dan pendapatan 
adalah target yang harus dicapai 
c. Ketentuan pengungkapan bahwa 
penjelasan atas selisih anggaran dan 
realisasi yang signifikan 
  d. Ketentuan penerimaan dan 
pengeluaran kas harus 
diadministrasikan dalam anggaran 
 







  b. Pengendalian pelaporan keuangan 
  c. Pengendalian pemungutan dan 
penyetoran penerimaan daerah 
  d. Pengendalian pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja 
  e. Struktur pengendalian intern 
5 Akuntabilitas 
Keuangan 






b. Taat pada peaturan perundang-
undangan 
  c. Efektif 
  d. Efisien 
  e. Ekonomis 
  f. Transparan  
  g. Bertanggungjawab  




   
 
Skor untuk setiap butir pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4. Skor Skala Likert Modifikasi 
Indikator Positif Negatif 
Sangat Setuju (SS) 4 1 
Setuju (S) 3 2 
Tidak Setuju (TS) 2 3 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 
   
Sangat Sering (SS) 4 1 
Sering (S) 3 2 
Jarang (J) 2 3 
Sangat Jarang (SJ) 1 4 
 
H. Hasil Uji Coba Instrumen  
Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan, maka 
diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi valid dan reliabel. Hal ini berarti 
bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan 
realiabilitasnya, otomatis hasil (data) penelitian menjadi valid dan reliable. Uji 
coba instrumen dilakukan pada 30 Pegawai bagian Keuangan dari 14 SKPD di 
luar sampel penelitian. Berikut hasil dari uji coba instrumen tersebut: 
1. Hasil Uji Validitas Instrumen  
Uji validitas dilakukan untuk mengukur pertanyaan yang ada dalam 
kuesioner atau pertanyaan yang dianggap sahih jika pertanyaan tersebut 
mampu mengungkap apa yang ingin diukur. Menurut Sugiono (2014) 
instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 
mengukur apa yang hendak diukur. 
Uji validitas data dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing 
pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. 




   
Untuk pengujian validitas alat ukur digunakan rumus Pearson Product 
Moment adalah: 
    
             
                             
 
Keterangan: 
 rxy  = Koefisien korelasi product moment 
 N = Jumlah responden 
 X = Skor butir item tertentu 
 Y = Skor total 
 ∑X = Jumlah skor butir 
 ∑Y = Jumlah skor total 
 ∑XY = Perkalian skor butir dan skor total 
 ∑X2 = Jumlah kaudrat skor butir 
 ∑Y2 = Jumlah kaudrat skor total 
 (Husein Umar, 2011: 131) 
Analisis dilakukan dengan mengorelasikan masing-masing skor item 
dengan skor total. Uji coba validitas instrumen dilakukan dengan 
membandingkan antara nilai r hitung dan r tabel. Kriteria dikatakan valid 
jika koefisien r hitung melebihi atau sama dengan 0,3 r tabel (Sugiyono, 
2010: 181). Hasil uji validitas untuk setiap variabel adalah sebagai berikut: 
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Instrumen 
Variabel Nomor Butir Valid Nomor Butir Tidak Valid 
Kesesuaian terhadap 
SAP 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 





1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 










1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 




1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 
7 dan 11 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  




   
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, untuk seluruh butir 
pernyataan variabel Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektifitas 
Sistem Pengendalian Intern adalah valid dan dapat digunakan dalam 
penelitian. Pada butir pernyataan variabel Akuntabilitas Keuangan terdapat 
2 pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan nomor 7 dan 11. Butir 
pernyataan nomor 7 dan 11 tersebut tidak akan digunakan, sedangkan butir 
penyataan lainnya dapat digunakan. 
2. Hasil Uji Reabilitas Instrumen  
Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil 
suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya atau 
reliabel hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 
terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, 
selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Cara 
yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuisioner adalah dengan 
menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha. Instrumen dikatakan 
reliabel jika memiliki nilai Cronbrach’s Alpha ≥ 0,60 (Sugiyono, 2010: 
184). Rumus Cronbach Alpha sebagai berikut: 
      
 
     








 : Reliabilitas instrumen 
k  : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
Σσb2 : Jumlah varians butir 
σt2 : Varians total 




   
Uji reliabilitas diperoleh dengan bantuan progam SPSS 20. Berikut ini 
adalah rangkuman hasil uji coba reliabilitas 
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
Variabel Nilai Cronbach's 
Alpha 
Keterangan 
Kesesuaian dengan SAP 0,959 Reliabel 







Akuntabilitas Keuangan 0,964 Reliabel 
Sumber: Data yang Primer Diolah, 2016  
(Hasil Output SPSS pada Lampiran 6) 
 
I. Metode Analisis Data 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran variabel penelitian. Variabel yang diukur dan dianalisis dalam 
penelitian ini yaitu Akuntabilitas Keuangan (Y), Kesesuaian dengan SAP 
(X1), Kecukupan Pengungkapan (X2), Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan (X3), dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (X4). 
Pada statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan tabel distribusi 
frekuensi. Tabel distribusi frekuensi disusun apabila jumlah data yang akan 
disajikan cukup banyak, sehingga jika disajikan dalam tabel biasa menjadi 
tidak efisien dan kurang komunikatif (Sugiyono, 2015:32). Pembuatan tabel 
distribusi alternatif dilakukan dengan menentukan kelas interval, 
menghitung rentang data, dan menentukan panjang kelas. Untuk 
menentukan jumlah kelas interval dapat dihitung dengan rumus Struges 




   
K = 1 + 3.3 log n 
Keterangan: 
K = jumlah kelas interval 
n  = jumlah data observasi 
(Sugiyono, 2010:35) 
Perhitungan rentang data dengan menggunakan rumus: 
Rentang data  = (nilai maksimal – nilai minimal) + 1 
Perhitungan panjang kelas dengan menggunakan rumus: 
Panjang Kelas  = rentang data / jumlah kelas 
(Sugiyono, 2010:35) 
Langkah selanjutnya adalah melakukan pengkategorikan terhadap nilai 
masing-masing indikator. Dari nilai tersebut dibagi menjadi 5 kategori 
berdasarkan mean ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (Si). Rumus untuk 
mencari mean ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (Si) adalah sebagai 
berikut: 
Mean Ideal (Mi) =   ⁄  (nilai maksimal + nilai minimal) 
Standar Deviasi Ideal (Si) =   ⁄  (nilai maksimal – nilai minimal) 
sedangkan untuk mencari kategori indikator sebagai berikut: 
Tabel 7. Kategori Indikator Variabel 
Kriteria Interval 
Sangat Tinggi Mi + 1,5 Si < X ≤ Mi + 3,0 Si 
Tinggi Mi + 0,5 Si < X ≤ Mi + 1,5 Si 
Sedang Mi – 0,5 Si < X ≤ Mi + 0,5 Si 
Rendah Mi – 1,5 Si < X ≤ Mi – 0,5 Si 
Sangat Rendah Mi – 3,0 Si < X ≤ Mi – 1,5 Si 
Sumber: Sugiyono (2012) 
2. Uji Prasyarat Analisis 
Sebelum melakukan analisis lebih mendalam, terlebih dahulu 




   
a. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data dalam 
model regresi berdistribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 2011: 
160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. 
Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 









KS : Harga Kolmogorov-Smirnov 
n1 : Jumlah sampel yang diperoleh 
n2 : Jumlah sampel yang diharapkan 
(Ghozali, 2011: 160) 
Jika angka signifikansi Kolmorogov-Smirnov Sig > 0,05 maka 
menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka 
signifikansi Kolmorogov-Smirnov Sig < 0,05 maka menunjukkan bahwa 
data tidak berdistribusi normal. 
b. Uji Linieritas  
Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah spesifikasi  model 
yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan 
sebaiknya berbentuk linear, kaudrat atau kubik (Ghozhali, 2011: 166). 
Kriteria yang diterapkan untuk menyatakan kelinearan adalah nilai F 
yang dapat dihitung dengan rumus:  
 reg  








   
Keterangan: 
Freg   : Harga bilangan F untuk regresi 
Rkreg : Rerata kuadrat garis regresi 
Rkres : Rerata kuadrat garis residu 
(Sutrisno, 2004: 13) 
Harga F dihitung kemudian dibandingkan dengan F tabel. Apabila 
harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka hubungan 
variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dinyatakan linier. 
c. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji 
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik tersebut 
secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut: 
1) Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independence). Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak 
lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model 
dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2011: 108). 
Ada tidaknya dapat dideteksi dengan menggunakan Pearson 
Correlation, dilihat dari besarnya Tolerance Value dan Variance 
Inflantion Factor yang dapat dicari  dengan rumus: 




(Imam Ghozali, 2011: 106)  
 




   
Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varian. Uji 
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika 
berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 
adalah yang bersifat homokedastisitas. Untuk pengujian digunakan 
uji Glejser. Uji Glejser dilakukan untuk meregresi nilai absolut 
residual terhadap variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan 
adalah signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka 
tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011 :143) 
3. Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 
keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji 
hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana dan 
analisis regresi linear berganda. 
a. Analisis Regresi Linear Sederhana 
Persamaan regresi sederhana dapat digunakan untuk memprediksi 
seberapa tinggi hubungan kausal satu variabel bebas dengan variabel 
terikatnya. Langkah-langkah dalam melakukan regresi linier sederhana 
yaitu: 




   
     Y’ = a + bX 
Keterangan: 
Y’ : Nilai yang diprediksikan 
a : Konstanta atau apabila harga X = 0 
b : Koefisien regresi 
X : nilai variabel bebas 
(Sugiyono, 2015: 247) 
2) Menguji signifikan uji t  
Uji t dilakukan untuk menguji signifikasi konstanta dan variabel 
bebas dengan satu variabel terikat yaitu dengan rumus: 
  
   √     
   r 
 
Keterangan: 
t : t hitung 
r : Koefisien korelasi 
n : Jumlah sampel 
(Husein, 2011: 132) 
Harga t hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel pada 
taraf signifikansi 5%. Apabila t hitung lebih besar atau sama dengan t 
tabel berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 
terikat secara individual. Sebaliknya, apabila t hitung lebih kecil dari t 
tabel berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat secara individual. Selain itu,  apabila nilai signifikansi 
lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan 
antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan 
hipotesis diterima, namun apabila nilai signifikansi lebih besar dari 
0,05 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan dan hipotesis ditolak. 




   
Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini akan menghasilkan koefisien 
regresi variabel bebas terhadap variabel terikat, koefisien determinasi, 
sumbangan relatif serta sumbangan efektif masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel terikatnya. Langkah-langkah dalam regresi linier 
berganda adalah sebagai berikut: 
1) Membuat persamaan garis dengan empat prediktor, dengan rumus: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 
Keterangan: 
Y   : Kriterium 
a   : Bilangan konstan 
X1,X2,X3,X4 : Prediktor 1, prediktor 2, prediktor 3, prediktor 4 
b1, b2, b3, b4 : Koefisien prediktor X1, koefisien prediktor X2, 
 koefisien prediktor X3, koefisien prediktor X4 
(Sugiyono, 2015: 251) 
2) Mencari koefiensi determinansi antar prediktor X1, X2, X3, X4 dengan 
kriterium (Y), dengan rumus:  
       1          
 a1  1  a      a      a       
   
 
Keterangan :  
 2y( 1,      :)    : Koefisien determinasi antara Y 
 dengan X1, X2, X3, dan X4 
a1, a2, a3, a4    : Koefisien prediktor X1, X2, X3, X4  
∑ X1Y,∑ X2Y,∑ X3Y,∑ X4Y : Jumlah produk antara X1 dengan Y, 
 X2 dengan Y, X3 dengan Y, X4 
 dengan Y. 
∑Y2    : Jumlah kaudrat kriterium Y 
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Keterangan: 
Fh : Harga F garis regresi 
k : Jumlah variabel bebas 
n : Jumlah sampel 
R
2
 : Koefisien determinasi antara kriterium dengan prediktor 
(Sugiyono, 2015: 252) 
Setelah diperoleh hasil perhitungan, kemudian F hitung 
dibandingkan dengan F tabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila F 
hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka varaibel bebas 
mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama. 
Sebaliknya, apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka tidak 
mempunyai pengaruh. Signifikansi digunakan untuk menerima atau 
menolak hipotesis. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 
berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat secara bersama-sama dan hipotesis diterima. Namun 
apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat 
pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat 
















HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang 
dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan pada responden penelitian. 
Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Bagian Keuangan SKPD 
Kabupaten Temanggung yang memenuhi kualifikasi pada teknik pengambilan 
sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Maret 2016. 
1. Profil SKPD Kabupaten Temanggung 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Teamnggung terbentuk 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur 
tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, dan 
pemerintah daerah. Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang dilatarbelakangi oleh 
perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan 
menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari 
laporan realisasi APBD, lingkungan pengendalian daerah, informasi dan 
komunikasi dan pemantauan. Perkembangan jumlah SKPD Kabupaten 
Temanggung dari tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah SKPD 
Kabupaten Temanggung tahun 2016 sebanyak 72 SKPD, yang terdiri dari 
Bupati dan Wakil Bupati, 12 Dinas, 7 Badan, 5 Kantor, 20 Kecamatan, 23 





Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah 
memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan 
yang inovatif menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan 
yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah yang menuntut 
alokasi anggaran disesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, 
permasalahan manajemen keuangan sektor publik selama ini belum dapat 
ditangani secara komprehensif dalam mewujudkan suatu tata 
kepemerintahan yang baik (good governance). 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil 
Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Secara 
umum perangkat daerah atau sering disebut dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) bertugas membantu penyusunan kebijakan, 
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah. Tiap 
SKPD memiliki wewenang menggunakan dana anggaran yang berasal dari 
APBD dalam menjalankan fungsinya. Konsekuensi atas kewenangan 
tersebut masing-masing SKPD harus mempertanggungjawabkan 
penggunaan anggaran tersebut tiap periode tertentu. Pengelolaan keuangan 
SKPD dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan SKPD. Pejabat 
Pengelola Keuangan SKPD terdiri dari Kepala SKPD, Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, 





2. Karakteristik Responden 
Data responden yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian sebanyak 
161 responden. Kuesioner yang dibagikan sejumlah 168 lembar eksemplar 
dan kembali sebanyak 161 lembar eksemplar. Semua responden bersedia 
mengisi kuesioner yang diberikan dan merespon kuesioner tersebut dengan 
baik. Namun terdapat kuesioner yang tidak dapat diolah, karena pengisian 
data oleh responden tidak lengkap. Adapun gambaran karakteristik data 
kuesioner dan deskriptif adalah sebagai berikut: 
Tabel 8. Karakteristik Data Penyebaran Kuesioner 
Keterangan Jumlah Persentase 
Kuesioner yang disebar 168 100% 
Kuesioner yang direspon 161 95,83% 
Kuesioner yang dapat diolah 157 93,45% 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 
Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, 
karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian dibagi 
menjadi beberapa kelompok yaitu: jenis kelamin, usia, pendidikan 
terakhir, jabatan dan lama bekerja. Berikut ini karakteristik responden 
menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan dan lama bekerja. 
Tabel 9. Demografi Responden 
Keterangan Jumlah Persentase 
Jenis Kelamin   
1 Pria 76 48,40 % 
2 Wanita 81 51,60 % 
    
Usia   
1 25 – 30 Tahun 13 8,28 % 
2 31 – 35 Tahun 25 15,92 % 
3 36 – 40 Tahun 19 12,10 % 
4 41 – 45 Tahun 29 18,47 % 
5 46 – 50 Tahun 37 23,56 % 
6 51 – 55 Tahun 24 15,28 % 




Lanjutan Tabel 9. Demografi Responden 
 Keterangan Jumlah Persentase 
Pendidikan   
1 SMA 71 45,22 % 
2 Diploma 3 (D3) 24 15,28 % 
3 Sarjana (S1) 49 31,22 % 
4 Magister (S2) 13 8,28 % 
    
Jabatan   
1 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 39 24,84 % 
2 Bendahara Kas/ Umum 42 26,76 % 
3 Pencatat Pembukuan 40 25,47 % 
4 Pembuat Dokumen 36 22,93 % 
    
Lama Bekerja   
1 1 – 5 Tahun 30 19,11 % 
2 6 – 10 Tahun 26 16,56 % 
3 > 10 Tahun 101 64,33 % 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
Berdasarkan tabel tersebut, dalam penelitian ini didominasi oleh 
responden Wanita yaitu sebanyak 51.60 % dan sisanya responden Pria 
sebesar 48.40 %. Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan usia, 
diketahui bahwa mayoritas responden berusia 46 – 50 tahun yaitu 
sebanyak 23,56%,  usia 25 – 30 tahun 13 orang (8,28 %), usia 31 – 35 
tahun sebanyak 25 orang (15,92%), usia 36 – 40 tahun sebanyak 19 orang 
(12,10%), usia 41 – 45 tahun sebanyak 29 orang (18,47%), usia 51 – 55 
tahun sebanyak 24 orang (15,28%), sedangkan responden dengan usia 
diatas 55 tahun sebanyak 10 orang (6,39%). 
Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas 
responden yang berpendidikan SMA yaitu sebanyak 45,22%, diikuti 
pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 31,22%. Kemudian mereka yang 
berpendidikan Dipoma 3 (D3) dan Magister (S2) masing-masing sebanyak 




merupakan Bendahara sebanyak 42 orang (26,74%). Responden yang 
memiliki jabatan sebagai PPK sebanyak 39 orang (24,82%), jabatan 
Pencatat Pembukuan sebanyak 40 orang (25,47%) dan jabatan Pembuat 
Dokumen sebanyak 36 orang (22,93%). Selanjutnya responden 
dikelompokkan berdasarkan masa kerja, diketahui bahwa masa kerja lebih 
dari 10 tahun adalah sebanyak 64,33%, responden dengan masa kerja 6 – 
10 tahun sebanyak 16,56% dan masa kerja 1 – 5 tahun sebanyak 19,11%. 
B. Deskripsi Statistik Variabel 
Variabel dalam penelitian ini dideskripsikan menggunakan analisis 
stastistik deskriptif. Analisis data deskriptif yang disajikan dalam penelitian 
ini meliputi harga rerata Mean (M), Modus (Mo), Median (Me), dan Standar 
Deviasi (SD). Mean merupakan rata-rata, modus merupakan nilai variabel 
atau data yang mempunyai frekuensi tinggi dalam distribusi. Median adalah 
suatu nilai yang membatasi 50% dari frekuensi distribusi sebelah atas dan 
50% dari frekuensi distribusi sebelah bawah, sedangkan standar deviasi 
adalah akar varians. Selain itu, disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian  
menentukan kategori terhadap nilai masing-masing indikator. Hasil analisis 
statistik deskriptif adalah sebagai berikut: 
Tabel 10. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Variabel N Min Max Mean Mo Me SD 
Akuntabilitas Keuangan 157 56 75 64,69 63 64 3,86 
Kesesuaian dengan SAP 157 41 64 55,84 55 55 3,24 
Kecukupan Pengungkapan 157 49 76 60,60 60 60 5,67 
Kepatuhan terhadap UU 157 28 39 33,19 33 33 2,39 
Efektivitas SPI 157 45 58 50,09 49 48 2,55 





1. Statistik Desktiptif Variabel Akuntabilitas Keuangan (Y) 
Variabel Akuntabilitas Keuangan terdiri dari delapan indikator yaitu 
Tertib, Taat, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan, Bertanggungjawab, 
dan Keadilan. Berdasarkan indikator tersebut dibuat 21 pernyataan, di 
mana semua pernyataan dalam instrumen dinyatakan valid. Penentuan 
skor  menggunakan skala ordinal modifikasi skala Likert yang terdiri dari 
empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan maksimal empat dan 
minimal satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai 
84 (21x4 = 84) dan skor terendah yang mungkin dicapai 21 (2 x1 = 21). 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif sebelumnya didapatkan 
skor maksimum 84 dan skor minimum 21. Jumlah kelas interval adalah 1 
+ 3,3 log 157 = 8.24 (dibulatkan menjadi 8). Rentang data (75 – 56) + 1 
= 20 dan panjang kelas 20/8 = 2.5, sehingga didapatkan tabel distribusi 
frekuensi sebagai berikut: 
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Keuangan 
No Kelas Interval Frekuensi F (%) 
1 56.00 – 58.49 3 1.91% 
2 58.50 – 59.99  12 7.64% 
3 61.00 – 63.49  43 27.39% 
4 63.50 – 65.99  46 29.30% 
5 66.00 – 68.49  23 14.65% 
6 68.50 – 70.99  14 8.92% 
7 71.00 – 73.49  10 6.37% 
8 73.50 – 76.00 6 3.82% 
 Jumlah 157 100.00% 







Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 2. Histogram Variabel Akuntabilitas Keuangan 
Data variabel Akuntabilitas Keuangan kemudian digolongkan ke 
dalam kategori kecenderungan yang dapat dikategorikan ke dalam lima 
kategori. Hasil distribusi kecenderungan data variabel Akuntabilitas 
Keuangan sebagai berikut: 
Tabel 12. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Y 
No Interval Frekuensi Frekuensi 
Relatif 
Kategori 
1 21,00 < X ≤ 36,75 - - Sangat Rendah 
2 36,75 < X ≤ 47,25 - - Rendah 
3 47,25 < X ≤ 57,75 2 1,27% Sedang 
4 57,75 < X ≤ 68,25 121 77,08% Tinggi 
5 68,25 < X ≤ 84,00 34 21,65% Sangat Tinggi 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
Tabel 12 menunjukkan bahwa frekuensi Akuntabilitas Keuangan 
yang termasuk sebagai kategori sedang sebanyak 2 responden (1,27%), 
kategori tinggi sebanyak 121 responden (77,08%), dan pada kategori 
sangat tinggi sebanyak 34 responden (21,65%). Hal tersebut dapat 




















Keuangan adalah tinggi karena mayoritas responden memberikan 
penilaian dalam kategori tinggi. 
2. Statistik Deskriptif Variabel Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan Aspek Kesesuaian tehadap SAP (X1) 
Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuian 
terhadap SAP terdiri dari empat indikator yaitu berdasarkan asumsi 
dasar, memuat karakteristik laporan keuangan, berdasarkan prinsip 
akuntansi dan pelaporan, serta memuat unsur – unsur laporan keuangan. 
Berdasarkan indikator tersebut dibuat 18 pernyataan. Penentuan skor  
menggunakan skala ordinal modifikasi skala Likert yang terdiri dari 
empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan maksimal empat dan 
minimal satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai 
72 (18x4 = 84) dan skor terendah yang mungkin dicapai 18 (18x1 = 21). 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, skor maksimum 64 dan 
skor minimum 51. Jumlah kelas interval adalah 1 + 3.3log157 = 8.24 
(dibulatkan menjadi 8). Rentang data (64 – 51) + 1 = 14 dan panjang 
kelas 14/8 = 1.75, sehingga tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 
Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Kesesuaian dengan SAP 
No Kelas Interval Frekuensi F (%) 
1 50.00 – 51.74 4 2.55% 
2 51.75 – 53.49  26 16.56% 
3 53.50 – 55.24  39 24.84% 
4 55.25 – 56.99  35 22.29% 
5 57.00 – 68,74  19 12.10% 
6 58.75 – 60.49  13 8.28% 
7 60.50 – 62.24  11 7.01% 
8 62.25 – 64.00 10 6.37% 
 Jumlah 157 100% 




Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 3. Histogram Variabel Kesesuaian dengan SAP 
 
Data variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kesesuian terhadap SAP kemudian digolongkan ke dalam kategori 
kecenderungan dengan lima kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah, sangat rendah. Hasil distribusi kecenderungan data variabel 
Kesesuaian terhadap SAP sebagai berikut: 
Tabel 14. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel X1 
No Interval Frekuensi Frekuensi 
Relatif 
Kategori 
1 18,00 < X ≤ 31,50 - - Sangat Rendah 
2 31,50 < X ≤ 40,50 - - Rendah 
3 40,50 < X ≤ 49,50 - - Sedang 
4 49,50 < X ≤ 58,50 121 77,07% Tinggi 
5 58,50 < X ≤ 72,00 36 22,93% Sangat Tinggi 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
Tabel 14 menunjukkan bahwa frekuensi Kecenderungan Variabel 
Kesesuaian dengan SAP kategori tinggi sebanyak 121 responden 
(77,07%), dan pada kategori sangat tinggi sebanyak 36 responden 
























tentang variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kesesuian terhadap SAP adalah tinggi karena mayoritas responden 
memberikan penilaian dalam kategori tinggi. 
3. Statistik Deskriptif Variabel Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan Aspek Kecukupan Pengungkapan (X2) 
Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan 
Pengungkapan terdiri dari tujuh indikator bersumber dari PP No 71 
Tahun 2010. Berdasarkan indikator tersebut dibuat 20 pernyataan dan 
semua pernyataan dalam instrumen dinyatakan valid. Penentuan skor  
menggunakan skala ordinal modifikasi skala Likert yang terdiri dari 
empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan maksimal empat dan 
minimal satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai 
80 (20x4 = 80) dan skor terendah yang mungkin dicapai 20 (20x1 = 20). 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, skor maksimum 76 dan 
skor minimum 49. Jumlah kelas interval adalah 1 + 3.3log157 = 8.24 
(dibulatkan menjadi 8). Rentang data (76 – 49) + 1 = 28 dan panjang 
kelas 28/8 = 3.5, sehingga tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 
Tabel 15. Distribusi Frekuensi Variabel Kecukupan Pengungkapan 
No Kelas Interval Frekuensi F (%) 
1 48.00 – 51.49 3 1.91% 
2 51.50 – 54.99  18 11.46% 
3 55.00 – 58.49  31 19.75% 
4 58.50 – 61.99  52 33.12% 
5 62.00 – 65.49  16 10.19% 
6 65.50 – 68.99  15 9.55% 
7 69.00 – 72.49  19 12.10% 
8 72.50 – 76.00 3 1.91% 
 Jumlah 157 100.00% 




Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 4. Histogram Variabel Kecukupan Pengungkapan 
 
Data variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kecukupan Pengungkapan kemudian digolongkan ke dalam kategori 
kecenderungan yang dapat dikategorikan ke dalam lima kategori yaitu 
sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Hasil distribusi 
kecenderungan data variabel Kecukupan Pengungkapan adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 16. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel X2 
No Interval Frekuensi Frekuensi 
Relatif 
Kategori 
1 18,00 < X ≤ 31,50 - - Sangat Rendah 
2 31,50 < X ≤ 40,50 - - Rendah 
3 40,50 < X ≤ 49,50 - - Sedang 
4 49,50 < X ≤ 58,50 121 77,07% Tinggi 
5 58,50 < X ≤ 72,00 36 22,93% Sangat Tinggi 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
Tabel 16 menunjukkan bahwa frekuensi Kecenderungan 
Kecukupan Pengungkapan kategori tinggi sebanyak 121 responden 





















(22,93%). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian responden 
tentang variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kecukupan Pengungkapan adalah tinggi karena mayoritas responden 
memberikan penilaian dalam kategori tinggi. 
4. Statistik Deskriptif Variabel Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan Aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan (X3) 
Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari empat indikator 
besumber dari PSP BPK RI No 03.01 Tahun 2008. Indikator tersebut 
yaitu ketentuan penyajian informasi keuangan berdasarkan asas bruto, 
ketentuan belanja merupakan pagu maksimal dan pendapatan merupakan 
target yang harus dicapai, ketentuan pengungkapan, dan ketentuan 
penerimaan serta pengeluaran kas. Berdasarkan indikator tersebut dibuat 
11 pernyataan. Penentuan skor menggunakan skala ordinal modifikasi 
skala Likert yang terdiri dari empat alternatif jawaban. Skor yang 
diberikan maksimal empat dan minimal satu, sehingga dihasilkan skor 
tertinggi yang mungkin dicapai 44 (11x4 = 44) dan skor terendah yang 
mungkin dicapai 11 (11x1 = 11). 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif sebelumnya didapatkan 
skor maksimum 39 dan skor minimum 28. Jumlah kelas interval adalah 1 




= 12 dan panjang kelas 12/8 = 1.50, sehingga didapatkan tabel distribusi 
frekuensi sebagai berikut: 
Tabel 17. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan 
No Kelas Interval Frekuensi F (%) 
1 27.00 – 28.49  2 1.27% 
2 28.50 – 29.99  7 4.46% 
3 30.00 – 31.49  18 11.46% 
4 31.50 – 32.99  34 21.66% 
5 33.00 – 34.49  46 29.30% 
6 34.50 – 35.99  21 13.38% 
7 36.00 – 47.49  16 10.19% 
8 37.50 – 39.00 13 8.28% 
 Jumlah 157 100% 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016 
Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 5. Histogram Variabel Kepatuhan terhadap Undang-Undang 
 
Data variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan kemudian 
digolongkan ke dalam kategori kecenderungan yang dapat dikategorikan 





















rendah. Hasil distribusi kecenderungan data variabel Kepatuhan terhadap 
Undang-undang adalah sebagai berikut: 
Tabel 18. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel X3 
No Interval Frekuensi Frekuensi 
Relatif 
Kategori 
1 11,00 < X ≤ 19,25 - - Sangat Rendah 
2 19,25 < X ≤ 24,75 - - Rendah 
3 24,75 < X ≤ 30,25 19 12,10% Sedang 
4 30,25 < X ≤ 35,75  96 61,15% Tinggi 
5 35,75 < X ≤ 44,00 42 26,75% Sangat Tinggi 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
Tabel 18 menunjukkan bahwa frekuensi Kecenderungan Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan kategori sedang sebanyak 19 
responden (12,10%), kategori tinggi sebanyak 96 responden (61,15%) 
dan pada kategori sangat tinggi sebanyak 36 responden (22,93%). Hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian responden tentang variabel 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undang adalah tinggi karena mayoritas responden 
memberikan penilaian dalam kategori tinggi. 
5. Statistik Deskriptif Variabel Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan Aspek Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (X4) 
Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas 
SIstem Pengendalian Intern terdiri dari lima indikator bersumber dari 
Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) BPK No 03.01 Tahun 2008. 
Berdasarkan indikator tersebut dibuat 16 pernyataan, di mana semua 
pernyataan dalam instrumen dinyatakan valid. Penentuan skor  




empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan maksimal empat dan 
minimal satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai 
16 (16x4 = 62) dan skor terendah yang mungkin dicapai 16 (16x1 = 16). 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif sebelumnya didapatkan 
skor maksimum 58 dan skor minimum 45. Jumlah kelas interval adalah 1 
+ 3,3 log 157 = 8.24 (dibulatkan menjadi 8). Rentang data (58 – 45) + 1 
= 14 dan panjang kelas 14/8 = 1.75, sehingga didapatkan tabel distribusi 
frekuensi sebagai berikut: 
Tabel 19. Distribusi Frekuensi Variabel Efektivitas SPI 
No Kelas Interval Frekuensi F (%) 
1 44.00 – 45.74 1 0.64% 
2 45.75 – 47.49 6 3.82% 
3 47.50 – 49.24  63 40.13% 
4 49.25 – 50.99  29 18.47% 
5 51.00 – 52.74  22 14.01% 
6 52.75 – 54.49  22 14.01% 
7 54.50 – 56.24  10 6.37% 
8 56.25 – 58.00 4 2.55% 
 Jumlah 157 100.00% 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016 























Gambar 6. Histogram Variabel Efektivitas SPI 
Data variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Efektivitas SPI kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan 
yang dapat dikategorikan ke dalam lima kategori. Hasil distribusi 
kecenderungan data variabel Efektivitas SPI adalah sebagai berikut : 
Tabel 20. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel X4 
No Interval Frekuensi Frekuensi 
Relatif 
Kategori 
1 16 < X ≤ 28 - - Sangat Rendah 
2 28 < X ≤ 36 - - Rendah 
3 36 < X ≤ 44 - - Sedang 
4 44 < X ≤ 52  125 79,61% Tinggi 
5 52 < X ≤ 64 32 20,39% Sangat Tinggi 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
Tabel 20 menunjukkan bahwa frekuensi Kecenderungan Efektivitas 
SPI kategori tinggi sebanyak 125 responden (79,61%) dan kategori 
sangat tinggi sebanyak 32 responden (20,39%). Hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penilaian responden tentang variabel Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas SPI adalah tinggi karena 
mayoritas responden memberikan penilaian dalam kategori tinggi. 
C. Uji Prasyarat Analisis Data 
1. Uji Normalitas Data  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam 
Ghazali, 2011: 160). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 
statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov. Variabel dikatakan 




signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil Uji normalitas dapat ditunjukkan 
pada tabel berikut: 
Tabel 21. Hasil Uji Normalitas Data 
















Kolmogorov-Smirnov Z .839 
Asymp. Sig. (2-tailed) .482 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test di 
atas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Test sebesar 0,839 dan 
Asymp.sig. sebesar 0,482 lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan data 
berdistribusi normal. 
2. Uji Linearitas Data 
Pengujian linearitas regresi dilakukan dengan menggunakan uji 
statistik F. Harga F hitung kemudian dikonsultasikan dengan F tabel 
dengan taraf signifikansi 5%. Kriteria yang diterapkan untuk pengujian 
linearitas adalah nilai F hitung dan nilai signifikansi pada masing-masing 
variabel bebas. Kriteria F hitung yaitu kurang dari nilai F tabel. Nilai F 
tabel untuk jumlah respnden (n) 157 dan jumlah variabel (k) 5 adalah 2,43. 
Nilai signifikansi memenuhi kriteria apabila lebih besar dari pada nilai 




variabel bebas terhadap variabel terikat adalah linear. Hasil dari uji 
linearitas dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 22. Rangkuman Hasil Uji Linearitas 




X1 dengan Y 1,464 0,144 Linear 
X2 dengan Y 1,262 0,206 Linear 
X3 dengan Y 1,995 0,450 Linear 
X4 dengan Y 1,260 0,258 Linear 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
(Hasil Output SPSS pada Lampiran 9) 
 
Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel 22 di atas menunjukkan 
bahwa uji linearitas antara X1 diperoleh F Hitung sebesar 1,464 (1,464 < 
2,43) dan Deviation from Linearity sebesar 0,144 (0,144 > 0,05) yang 
menunjukkan bahwa hubungan antara Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP terhadap Akuntabilitas 
Keuangan adalah linear. Hasil uji linearitas antara X2 diperoleh F Hitung 
sebesar 1,262 (1,262 < 2,43) dan  Deviation from Linearity sebesar 0,206 
(0,206 > 0,05) yang menunjukkan bahwa hubungan antara Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan dengan 
Akuntabilitas Keuangan adalah linear. Hasil uji linearitas antara X3 
diperoleh F Hitung sebesar 1,995 (1,995 < 2,43) dan Deviation from 
Linearity sebesar 0,450 (0,450 > 0,05) yang menunjukkan bahwa 
hubungan antara Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kepatuhan terhadap Undang-undang dengan Akuntabilitas Keuangan 
adalah linear. Hasil uji linearitas antara X4 diperoleh F Hitung sebesar 




0,05) yang menunjukkan bahwa hubungan antara Kewajaran Penyajian 
Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dengan 
Akuntabilitas Keuangan adalah linear. 
3. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Multokolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika 
nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai 
Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas 
dari multikolinearitas (Imam Ghozali, 2011: 108). Hasil uji 
multikolinearitas pada variabel bebas dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 23. Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
X1 0,751 1,332 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
X2 0,529 1,892 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
X3 0,546 1,832 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
X4 0,836 1,196 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
(Hasil Output SPSS pada Lampiran 9) 
Hasil perhitungan analisis menunjukkan bahwa nilai VIF tiap 
variabel bebas lebih kecil dari 10. Selain itu nilai tolerance lebih besar 
dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang 




Glejser dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap 
variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi dari 
variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2011: 143). Hasil dari Uji 
Heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dalam tabel berikut: 
Tabel 24. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Sig t Keterangan 
X1 0,443 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
X2 0,351 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
X3 0,438 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
X4 0,269 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
(Hasil Output SPSS pada Lampiran 9) 
 
Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa tidak satupun variabel bebas 
yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai 
absolut. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas signifikansinya di 
atas tingkat kepercayaan 5%, atau nilai signifikansi variabel bebas > 
0.05 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas 
D. Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 
keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 
1. Uji Hipotesis Pertama 
Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa “Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Pengujian 




diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linear sederhana sebagai 
berikut: 
Tabel 25. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Pertama 
Model Regresi Keterangan 
Koefisien 
Regresi 
t hitung Sig. 
1 
Konstanta 44,619 8,746 0,000 
X1 0,359 3,947 0,000 
R Square = 0,091 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
(Hasil Output SPSS pada Lampiran 11) 
a. Persamaan garis regresi  
Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 44,619 
dan koefisien regresi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas 
Keuangan sebesar 0,359. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan 
regresi untuk hipotesis pertama sebagai berikut: 
Y = 44,619 + 0,359 X1 
Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa 
jika variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kesesuaian dengan SAP dianggap konstan, maka perubahan 
Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 44,619 satuan. Dari persamaan 
di atas juga dapat diketahui jika variabel Kesesuaian dengan SAP naik 
sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Akuntabilitas 
Keuangan sebesar 0,359 satuan. Nilai koefisien regresi variabel 
independen yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan 




ini dapat diartikan semakin tinggi Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, maka akan semakin tinggi 
pula Akuntabilitas Keuangan. 
b. Koefisien determinasi  
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 25, dapat dilihat bahwa 
nilai koefisien determinasi sederhana (R square) sebesar 0,091. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat 
dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kesesuaian dengan SAP adalah sebesar 9,1% . Sedangkan sisanya 
sebesar 90,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. 
c. Hasil Uji t 
Uji t statistik untuk variabel Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP pada Tabel 25 di atas, 
menghasilkan t hitung sebesar 3,947 dan nilai t tabel sebesar 1,654 
(tingkat signifikansi 5%, n = 157). Jika keduanya dibandingkan, maka t 
hitung lebih besar dari t tabel (3,947 > 1,654). Hal tersebut berarti 
terdapat pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kesesuaian dengan SAP terhadap Akuntabilitas Keuangan  
Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian 
dengan SAP berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas 
Keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 




berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas 
Keuangan diterima. 
2. Uji Hipotesis Kedua 
Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa “Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan”. 
Pengujian hipotesis kedua menggunakan analisis regresi linear sederhana, 
sehingga diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linear sederhana 
sebagai berikut: 
Tabel 26. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Kedua 
Model Regresi Keterangan 
Koefisien 
Regresi 
t hitung Sig. 
2 
Konstanta 58,575 17,787 0,000 
X1 0,101 1,864 0,064 
R Square = 0,022 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
(Hasil Output SPSS pada Lampiran 11) 
a. Persamaan garis regresi  
Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 58,575 
dan koefisien regresi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas 
Keuangan sebesar 0,101. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan 
regresi untuk hipotesis kedua sebagai berikut: 
Y = 58,575 + 0,101 X2 
Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa 
jika variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 




Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 58,575 satuan. Dari persamaan 
di atas juga dapat diketahui jika variabel Kecukupan Pengungkapan 
naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Akuntabilitas 
Keuangan sebesar 0,101 satuan. Nilai koefisien regresi variabel 
independen yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan 
Pengungkapan berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas 
Keuangan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi Kewajaran Penyajian 
Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan, maka akan 
semakin tinggi pula Akuntabilitas Keuangan. 
b. Koefisien determinasi  
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 26, dapat dilihat bahwa 
nilai koefisien determinasi sederhana (R square) sebesar 0,022. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat 
dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kecukupan Pengungkapan adalah sebesar 2,2%. Sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. 
c. Hasil Uji t 
Uji t statistik untuk variabel Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan pada Tabel 26 di atas, 
menghasilkan t hitung sebesar 1,864 dan nilai t tabel sebesar 1,654 
(tingkat signifikansi 5%, n = 157). Jika keduanya dibandingkan, maka t 




(nilai Sig. dibagi 2 karena merupakan pengujian satu arah) yang berarti 
lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti terdapat pengaruh Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan 
terhadap Akuntabilitas Keuangan  
Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan 
Pengungkapan berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas 
Keuangan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas 
Keuangan diterima. 
3. Uji Hipotesis Ketiga 
Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa “Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Akuntabilitas Keuangan”. Pengujian hipotesis ketiga menggunakan 
analisis regresi linear sederhana, sehingga diperoleh rangkuman hasil 
analisis regresi linear sederhana sebagai berikut: 
Tabel 27. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Ketiga 
Model Regresi Keterangan 
Koefisien 
Regresi 
t hitung Sig. 
3 
Konstanta 56,992 13,337 0,000 
X1 0,232 1,806 0,073 
R Square = 0,021 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 





a. Persamaan garis regresi  
Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 56,992 
dan koefisien regresi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kepatuhan terhadap Undang-undang berpengaruh positif terhadap 
Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,232. Dari hasil tersebut, dapat dibuat 
persamaan regresi untuk hipotesis ketiga sebagai berikut: 
Y = 56,992 + 0,232 X3 
Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa 
jika variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan dianggap konstan, maka 
perubahan Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 56,992 satuan. Dari 
persamaan di atas juga dapat diketahui jika variabel Kepatuhan 
terhadap Undang-undang naik sebesar satu satuan, maka akan 
meningkatkan nilai Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,232 satuan. Nilai 
koefisien regresi variabel independen yang bernilai positif 
menunjukkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan 
aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh 
positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dapat 
diartikan semakin tinggi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undang, maka akan semakin 






b. Koefisien determinasi  
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 27, dapat dilihat bahwa 
nilai koefisien determinasi sederhana (R square) sebesar 0,021. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat 
dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah sebesar 
2,1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian 
ini. 
c. Hasil Uji t 
Uji t statistik untuk variabel Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 
pada Tabel 27 di atas, menghasilkan t hitung sebesar 1,806 dan nilai t 
tabel sebesar 1,654 (tingkat signifikansi 5%, n = 157). Jika keduanya 
dibandingkan, maka t hitung lebih besar dari t tabel (1,864 > 1,654). 
Nilai signifikansi 0,037 (nilai Sig. dibagi 2 karena merupakan pengujian 
satu arah) yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti terdapat 
pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas 
Keuangan  
Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap 




menyatakan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan diterima 
4. Uji Hipotesis Keempat 
Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa “Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas 
Keuangan”. Pengujian hipotesis ketiga menggunakan analisis regresi linear 
sederhana, sehingga diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linear 
sederhana sebagai berikut: 
Tabel 28. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Keempat 
Model Regresi Keterangan 
Koefisien 
Regresi 
t hitung Sig. 
4 
Konstanta 25,280 4,840 0,000 
X1 0,787 7,555 0,000 
R Square = 0,269 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
(Hasil Output SPSS pada Lampiran 11) 
a. Persamaan garis regresi  
Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 25,280 
dan koefisien regresi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap 
Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,787. Dari hasil tersebut, dapat dibuat 
persamaan regresi untuk hipotesis keempat sebagai berikut: 
Y = 25,280 + 0,787 X4 
Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa 




Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka perubahan 
Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 25,280 satuan. Dari persamaan 
di atas juga dapat diketahui jika variabel Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan 
nilai Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,787 satuan. Nilai koefisien 
regresi variabel independen yang bernilai positif menunjukkan bahwa 
variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap variabel 
Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern, maka akan semakin tinggi pula Akuntabilitas 
Keuangan. 
b. Koefisien determinasi  
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 28, dapat dilihat bahwa 
nilai koefisien determinasi sederhana (R square) sebesar 0,269. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat 
dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern adalah sebesar 26,9%. 
Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. 
c. Hasil Uji t 
Uji t statistik untuk variabel Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern pada Tabel 28 




1,654 (tingkat signifikansi 5%, n = 157). Jika keduanya dibandingkan, 
maka t hitung lebih besar dari t tabel (1,864 > 1,654). Nilai signifikansi 
0,000 (nilai Sig. dibagi 2 karena merupakan pengujian satu arah) yang 
berarti lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti terdapat pengaruh 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan  
Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap variabel 
Akuntabilitas Keuangan. Dengan demikian, hipotesis keempat yang 
menyatakan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan diterima. 
5. Uji Hipotesis Kelima 
Hipotesis kelima pada penelitian ini menyatakan bahwa “Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan 
Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Pengujian 
hipotesis ketiga menggunakan analisis regresi linear sederhana, sehingga 






Tabel 29. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Kelima 
Variabel Independen 
Nilai R Nilai F 






Kesesuaian dengan SAP 
0,534 0,285 15,139 1,654 0,001 21,258 
0,169 
Kecukupan Pengungkapan 0,050 
Kepatuhan terhadap UU 0,065 
Efektivitas SPI 0,728 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
(Hasil Output SPSS pada Lampiran 11) 
a. Persamaan garis regresi  
Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 21,258 
dan koefisien regresi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern masing-masing sebesar 0,169; 0,050; 0,065; dan 
0,728. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi untuk 
hipotesis kelima sebagai berikut: 
Y = 21,258 + 0,169 X1 + 0,050 X2 + 0,065 X3 + 0,728 X4 
Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui: 
1) Nilai konstanta 21,258 dapat diartikan jika seluruh variabel 
independen dianggap konstan, Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan 
Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, maka nilai 





2) Nilai koefisien regresi Kesesuaian dengan SAP sebesar 0,169 
diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel Kesesuaian 
dengan SAP, sedangkan variabel Kecukupan Pengungkapan, 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka variabel 
dependen, Akuntabilitas Keuangan  akan naik sebesar 0,169 satuan. 
3) Nilai koefisien regresi Kecukupan Pengungkapan sebesar 0,050 
diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel Kecukupan 
Pengungkapan, sedangkan variabel Kesesuaian dengan SAP, 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka variabel 
dependen, Akuntabilitas Keuangan  akan naik sebesar 0,050 satuan. 
4) Nilai koefisien regresi Kepatuhan terhadap Undang-undang sebesar 
0,065 diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, sedangkan 
variabel Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan dan 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka 
variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan  akan naik sebesar 
0,065 satuan. 
5) Nilai koefisien regresi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 
sebesar 0,728 diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, sedangkan variabel 




Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dianggap 
konstan, maka variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan  akan 
naik sebesar 0,728 satuan. 
b. Koefisien determinasi  
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 29, dapat dilihat bahwa 
nilai koefisien determinasi sederhana (R square) sebesar 0,285. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat 
dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern adalah sebesar 28,5%. Sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. 
c. Hasil Uji F 
Hasil uji F pada Tabel 29 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 
15,139 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,050 yaitu 0,001. 
Jika dibandingkan dengan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% 
yaitu sebesar 2,43 (Df 1 = 4 dan Df 2 = 152), maka nilai F hitung lebih 
besar daripada F tabel (15,139 > 2,43). Berdasar hal tersebut, dapat 
dinyatakan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh positif dan 




Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian 
dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-
undang dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. 
Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan 
Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
variabel Akuntabilitas Keuangan diterima. 
E. Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kewajaran Penyajian 
Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan 
Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan. Berdasarkan hasil 
analisis, maka pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian 
dengan SAP terhadap Akuntabilitas Keuangan 
Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP 
(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. 
Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,359 




satuan akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,359 satuan. 
Nilai t hitung 3,947 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 (3,947 > 1,654) 
mengindikasikan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Akuntabilitas Keuangan sehingga hipotesis pertama yang menyatakan 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan 
diterima. 
Hasil pengamatan dan jawaban responden atas pertanyaan yang 
digunakan untuk mengukur variabel X1 didominasi oleh jawaban sangat 
setuju dan setuju, hal ini berarti bahwa kewajaran penyajian laporan 
keuangan pada SKPD Kabupaten Temanggung dalam menyusun laporan 
keuangan telah sesuai dengan SAP. SKPD Kabupaten Temanggung, telah 
menyusun laporan keuangan berdasarkan Asumsi dasar sebagaimana yang 
telah dijelaskan dalam SAP, laporan keuangan SKPD Kabupaten 
Temanggung telah memuat karakteristik laporan keuangan sebagaimana 
yang telah dijelaskan dalam SAP, laporan keuangannya juga sudah disusun 
berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, selain itu SKPD 
Kabupaten Temanggung telah menyajikan unsur laporan keuangan 
pemerintah sesuai dengan SAP.  
Kontribusi secara parsial masing-masing variabel bahwa kesesuaian 
laporan keuangan dengan SAP mempunyai kontribusi lebih tinggi 




terhadap Undang-undang, hal ini dikarenakan standar akuntansi 
merupakan acuan dan juga syarat utama badan pemeriksa laporan 
keuangan (BPK) menilai kewajaran laporan keuangan, apabila pemerintah 
daerah telah mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintah maka hal tersebut akan berpengaruh pada kecukupan 
pengungkapan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan BPK, 
dimana syarat dari kewajaran penyajian laporan keuangan adalah 
kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). 
Hal ini membuktikan teori dari Mahsun dkk (2006: 42) standar akuntansi 
pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan 
demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum 
dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di 
Indonesia. Menurut Renyowijoyo (2008:171) salah satu upaya konkrit 
untuk mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan 
negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan negara 
yang memenuhi prinsip tepat waktu, dan disusun mengikuti standar 
akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Hal itu diatur dalam 
Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 
mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi 




2. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kecukupan Pengungkapan terhadap Akuntabilitas Keuangan 
Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa variabel 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan 
Pengungkapan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Akuntabilitas Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi 
X2 sebesar 0,101 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kecukupan 
Pengungkapan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Akuntabilitas 
Keuangan sebesar 0,101 satuan. Nilai t hitung 1,864 lebih dari nilai t tabel 
sebesar 1,654 (1,864 > 1,654) mengindikasikan bahwa Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan 
sehingga hipotesis kedua yang menyatakan Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan diterima. 
Hasil penelitian dan pengamatan peneliti terkait kewajaran penyajian 
laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Temanggung khususnya aspek 
kecukupan pengungkapan (X2), SKPD Kabupaten Temanggung telah 
menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara lengkap. 
Kelengkapan informasi laporan keuangan disajikan dalam Catatan Atas 
Laporan Keuangan (CALK). Kelengkapan informasi tersebut terkait 
informasi tentang kebijakan, ikhtisar pencapaian kinerja, dasar 




terkat pos-pos aset dan kewajiban, serta informasi tambahan yang 
diperlukan. SKPD Kabupaten Temanggung telah mengungkapkan 
informasi laporan keuangan secara lengkap dalam catatan laporan 
keuangan, sehingga dengan adanya kecakupan pengungkapan ini dapat 
tercipta akuntabilitas keuangan pada SKPD Kabupaten Temanggung. 
Berdasarkan kontribusi pengaruh secara parsial kecukupan 
pengungkapan memiliki pengaruh yang paling rendah terhadap 
akuntabilitas keuangan. Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP 
memiliki kontribusi lebih tinggi daripada Kecukupan pengungkapan 
dalam menciptakan akuntabilitas keuangan. Penjelasan peraturan terkait 
kecukupan pengungkapan dipaparkan dalam Lampiran Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PP No 71 Tahun 2010). Laporan keuangan telah sesuai 
dengan SAP maka akan memperhatikan kecukupan pengungkapan. 
Sehingga dapat diartikan bahwa Kecukupan pengungkapan ini merupakan 
salah satu bagian dari kesesuain dengan SAP.  
Berdasarkan hasil kuesioner untuk item pertanyaan yang digunakan 
untuk mengukur variabel Kecukupan Pengungkapan (X2) menunjukkan 
mayoritas jawaban responden pada kategori sangat setuju dan setuju. Hal 
ini berarti penyajian laporan keuangan SKPD Kabupaten Temanggung 
diungkapkan secara lengkap. Namun berdasarkan perngamatan atas 
permasalahan yang dipaparkan dalam catatan oleh BPK atas LKPD 
Kabupaten Temanggung TA 2014. Catatan tersebut bahwa sebagaian dari 




dan besaran utang sewa tanah PT Kereta Api Indonesia yang digunakan 
pemkab belum tersajikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
pengungkapan informasi secara lengkap belum terpenuhi. Sesuai dengan 
kontribusi pengaruh variabel Kecukupan Pengungkapan (X2) dalam 
penelitian ini adalah yang paling rendah. 
3. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas 
Keuangan 
Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan (X3) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien 
regresi X3 sebesar 0,232 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan sebesar 1 satuan akan 
meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,232 satuan. Nilai t 
hitung 1,806 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 (1,806 > 1,654) 
mengindikasikan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan sehingga hipotesis ketiga 
yang menyatakan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif 




Hasil pengujian hipotesis ketiga bahwa Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan aspek variabel Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan berpengaruh postif dan signifikan terhadap Akuntabilitas 
Keuangan. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan memiliki 
pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Semakin tinggi 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan maka meningkatkan 
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Penilaian BPK tentang 
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah salah satunya berdasarkan kepatuhan pemerintah yang berkaitan 
dengan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan 
merupakan landasan utama bagi pemerintah dalam melaksanakan dan 
mempertanggungjawabkan kinerjannya. Undang-undang terkait penyajian 
laporan keuangan antara lain ketentuan penyajian informasi keuangan, 
ketentuan belanja dan pendapatan, ketentuan pengungkapan atas anggaran 
dan realisasi, serta ketentuan terkait penerimaan dan pengeluaran kas. 
Penjelasan Undang-undang terkait penyajian laporan keuangan 
dipaparkan secara spesifik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  
4. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan 
Hasil penelitian mendukung hipotesis keempat bahwa variabel 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 




X4 sebesar 0,787 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kepatuhan terhadap 
Undang-undang sebesar 1 satuan akan meningkatkan Akuntabilitas 
Keuangan sebesar 0,787 satuan. Nilai t hitung 7,555 lebih dari nilai t tabel 
sebesar 1,654 (7,555 > 1,654) mengindikasikan bahwa Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas 
Keuangan sehingga hipotesis keempat yang menyatakan Kewajaran 
Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas 
Keuangan diterima. 
Hasil penelitian menunjukkan SKPD Kabipaten Temanggung telah 
memiliki Sistem Pengendalian Intern yang cukup efektif. Sistem 
Pengendalian Intern terkait pengendalian pencatatan akuntansi, 
pengendalian pelaporan keuangan, pengendalian penerimaa, pengendalian 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta struktur pengendalian 
intern. Hal ini tampak pada mayoritas jawaban responden yang setuju dan 
sangat setuju. Selain itu kontribusi pengaruh variabel Efektivitas 
Pengendalian Intern merupakan yang paling tinggi terhadap Akuntabilitas 
Keuangan. Pengendalian intern ini dilakukan sebagai pengontrol untuk 
mengawasi pengelolaan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas 
pemerintah terhadap masyarakat. 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif 




sistem pengendalian intern maka akan meningkatkan akuntabilitas 
keuangan pemerintah daerah. Dalam proses pertanggungjawaban 
pengelolan keuangan daerah, sangat diperlukan penerapan sistem 
pengendalian intern secara efektif. Sistem pengendalian intern dapat 
digunakan oleh manajemen pemerintah untuk merencanakan dan 
mengendalikan operasi atau kegiatan pemerintah. Sistem pengendalian 
intern merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan secara 
langsung untuk mencapai tujuan/sasaran dan menjamin tersedianya 
informasi laporan keuangan yang berkualitas. 
5. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian 
dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Keuangan 
Hasil penelitian mendukung hipotesis kelima bahwa variabel 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP 
(X1), Kecukupan Pengungkapan (X2), Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan (X3) dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (X4) 
secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dibuktikan 
oleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 15,139 (15,139 > 2,43) 
dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,050). Nilai koefisien 
regresi untuk variabel Kesesuaian dengan SAP sebesar 0,169, variabel 
Kecukupan Pengungkapan sebesar 0,050, variabel Kepatuhan terhadap 




Pengendalian Intern sebesar 0,720. Semua nilai koefisien regresi memiliki 
arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajar penyajian laporan 
keuangan berdasarkan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan 
Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan 
Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, maka Akuntabilitas Keuangan 
akan semakin tinggi. 
Penelitian ini juga mendukung teori dari Mardiasmo (2004) yang 
menjelaskan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas 
dan transparansi adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah. 
Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah 
diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,dan 
CALK. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk 
menciptakan akuntabilitas keuangan sektor publik dan merupakan salah 
satu alat ukur kinerja financial pemerintah. 
Penelitian ini mendukung berbagai penelitian terdahulu yang diantarnya 
penelitian Putu Sri Wahyuni (2014) yang menyatakan bahwa penyajian 
dan aksesbilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian dari 
Pautina Indriyani (2011) yang menyatakan secara parsial dan simultan 
penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 




(2009), penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian neraca SKPD dan 
Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Berdasarkan penjelasan tersebut, agar dapat memenuhi karakteristik 
kualitatif sebagai bentuk pertangungjawaban akuntabilitas keuangan 
pemerintah daerah maka informasi dalam laporan keuangan harus 
disajikan secara wajar. Wajar berarti penyajian laporan keuangan telah 
sesuai dengan SAP, kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan 
secara lengkap, disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dan telah terdapat sistem pengendalian intern yang efektif 
dalam hal pelaporan/penyajian laporan keuangan. 
F. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut: 
1. Responden penelitian ini terbatas pada pegawai bagaian keuangan di 
SKPD Kabupaten Temanggung, sehingga kemungkinan akan mengurangi 
generalisasi dari hasil penelitian ini. 
2. Sampel penelitian tidak diklasifikasikan berdasarkan pemahaman 
responden tentang variabel penelitian, Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan. Setelah pelitian, diketahui bahwa tidak semua responden yang 
sesuai dengan kriteria sampel penelitian memahami kewajaran penyajian 
laporan keuangan. Pegawai bagian keuangan SKPD jabatan Pembuat 
Dokumen dan Pencatat Pembukuan sebagian besar kurang memahami hal 




tanggungjawab sesuai Tugas, Pokok, Fungsi (TUPOKSI) yaitu terkait 
pembuatan dokumen atas transaksi/kegiatan dan terkait pencatatan nilai 
transaksi/kegiatan. Kedua jabatan tersebut terlibat langsung dalam proses 
penyusunan laporan keuangan SKPD, tetapi tidak terlibat langsung dalam 
penyajian Laporan Keuangan SKPD. Akibatnya, terdapat kemungkinan 
jawaban responden atas penyataan dalam kuesioner bias dan tidak 




















KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh 
peneliti terkait Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap 
Akuntabilitas Keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP 
(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. 
Uji t statistik untuk variabel Kesesuaian dengan SAP menghasilkan nilai t 
hitung 3,947 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 (3,947 > 1,654) dan nilai 
signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,050. Hal ini berarti 
apabila Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP semakin meningkat 
maka Akuntabilitas Keuangan akan naik. 
2. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan 
Pengungkapan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Akuntabilitas Keuangan. Uji t statistik untuk variabel Kecukupan 
Pengungkapan menghasilkan nilai t hitung 1,864 lebih dari nilai t tabel 
sebesar 1,654 (1,864 > 1,654) dan nilai signifikansi 0,032 yang berarti 
lebih kecil dari 0,050. Hal ini berarti apabila Kecukupan Pengungkapan 
laporan keuangan semakin meningkat maka Akuntabilitas Keuangan akan 
naik. 
3. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap 
Undang-undang (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 





Undang-undang menghasilkan nilai t hitung 1,806 lebih dari nilai t tabel 
sebesar 1,654 (1,806 > 1,654) dan nilai signifikansi 0,037 yang berarti 
lebih kecil dari 0,050. Hal ini berarti apabila Kewajaran Penyajian 
Laporan Keuangan dalam aspek Kepatuhan terhadap Undang-undang 
semakin meningkat maka Akuntabilitas Keuangan akan naik. 
4. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektifitas Sistem 
Pengendalian Intern (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Akuntabilitas Keuangan. Uji t statistik untuk variabel Efektifitas Sistem 
Pengendalian Intern menghasilkan nilai t hitung 7,555 lebih dari nilai t 
tabel sebesar 1,654 (7,555 > 1,654) dan nilai signifikansi 0,000 yang 
berarti lebih kecil dari 0,050. Hal ini berarti apabila Efektifitas Sistem 
Pengendalian Intern semakin meningkat maka Akuntabilitas Keuangan 
akan naik. 
5. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, 
Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dilihat 
dari hasil regresi linear berganda bahwa yang menghasilkan nilai F 
Hitung  sebesar 15,139 > F tabel 2,430 dengan tingkat signifikansi lebih 
kecil dari 0,05 yaitu 0,001. Pengaruh dari keempat variabel terhadap 
Akuntabilitas Keuangan secara individu berdasarkan nilai koefisien 
regresi untuk variabel Kesesuaian dengan SAP sebesar 0,169, variabel 





Undang-undang sebesar 0,065, dan variabel Efektifitas Sistem 
Pengendalian Intern sebesar 0,720. Semua nilai koefisien regresi memiliki 
arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan aspek Kesesuaian 
dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-
undang, dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, maka Akuntabilitas 
Keuangan akan semakin tinggi 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan terkait keterbatasan penelitian ini, 
selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat sebagai 
berikut: 
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung 
a. Publikasi dan aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Kabupaten Temanggung lebih diperhatikan agar dapat 
diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Dalam penelitian 
ditemukan bahwa skor yang diberikan responden pada butir penyataan 
variabel Akuntabilitas Keuangan untuk indikator Transparansi untuk 
poin ini rendah. 
b. Upaya peningkatan pemahaman terkait Akuntansi berbasis Akrual 
Pegawai bagian Keuangan SKPD Kabupaten Temanggung perlu 
dilakukan. Perlunya peningkatan pemahaman Pegawai bagian 
Keuangan karena berpengaruh pada kesesuaian laporan keuangan 





Hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata skor yang diberikan 
responden pada butir penyataan variabel Kesesuaian terhadap SAP 
untuk indikator laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi. 
c. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban lebih 
diperhatikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecukupan 
pengungkapan atas informasi keuangan terkait transaksi/kegiatan 
dalam pemda. Permasalahan dalam Penyajian LKPD Kabupaten 
Temanggung TA 2104 juga terkait dengan pengungkapan aset yang 
belum memadai dan kewajiban yang belum terpenuhi. Hal ini seiring 
dengan rendahnya skor yang diberikan responden pada butir 
pernyataan variabel Kecukupan Pengungkapan untuk indikator 
pengungkapan informasi pos-pos aset dan kewajiban. 
d. Instansi SKPD diharapkan dapat melakukan verifikasi atas penerapan 
asas bruto pada nilai transaksi/kegiatan. Dalam penelitian ditemukan 
bahwa skor yang diberikan responden pada butir penyataan variabel 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan untuk indikator 
kepatuhan pada Ketentuan Penyajian Informasi Keuangan berdasarkan 
Asas Bruto untuk poin ini rendah. 
e. Perbaikan struktur pengendalian intern pada SKPD Kabupaten 
Temanggung perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata 
skor yang diberikan responden pada butir pernyataan variabel 






f. Kontribusi tertinggi pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan 
Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan yaitu Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern, disarankan kepada Pemda Kabupaten 
Temanggung lebih meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian 
Intern. Dalam proses pertanggungjawaban pengelolan keuangan 
daerah, sangat diperlukan penerapan sistem pengendalian intern secara 
efektif. Sistem pengendalian intern dapat digunakan oleh manajemen 
pemerintah untuk merencanakan dan mengendalikan operasi atau 
kegiatan pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern dalam 
manajemen pemerintah dapat dilakukan dengan cara memberi 
pelatihan-pelatihan untuk menigkatkan pengetahuan tentang akuntansi 
untuk mencapai tujuan/sasaran dan menjamin informasi laporan 
keuangan yang berkualitas. 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
a. Hasil penelitian ini yaitu Akuntabilitas Keuangan hanya bisa 
dijelaskan sebesar 28,5% oleh variabel bebas Kewajaran Penyajian 
Laporan Keuangan berdasarkan aspek Kesesuaian dengan SAP, 
Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Bagi penelitian yang akan 
datang, sebaiknya dapat menambahkan variabel lain. 
b. Penyebaran kuisioner dapat disertai dengan  metode wawancara atau 
terlibat tatap muka langsung dengan responden agar responden dapat 





sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Selain itu, penelitian ini 
terkait Akuntabilitas Keuangan, sebaiknya peneliti selanjutnya 
melakukan observasi dan kajian secara lebih mendalam dan 
menyeluruh di semua tempat yang akan dijadikan tempat penelitian 
c. Responden yang digunakan dalam penelitian selanjutnya sebaiknya 
lebih luas, karena pada penelitian ini lingkup populasi masih sempit, 
hanya sebatas pada satu wilayah pemerintahan. Untuk penelitian yang  



















Abdul Halim. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat. Jakarta: 
Salemba Empat. 
Badan Pemeriksa Keuangan. (2008). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan (Expsure Draft). Jakarta:  KSPKN 
__________. (2014). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014. Jakarta: 
BPK RI. 
__________. (2015). “Seluruh LHP LKPD TA 2014 Telah Diserahkan”, 4 Juni 
2015. Diakses melalui http://semarang.bpk.go.id/?p=5793 pada tanggal 10 
November 2015 
Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. 
Jakarta: Erlangga. 
Diana Sari. (2012).  Pengaruh SPI Pemerintah, Implementasi SP, Penyelesaian 
Temuan Audit terhadap Kualitas LKPD dan Implikasinya terhadap 
Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang Baik. Indonesian Journal 
of Economics and Bussiness. Hlm 116 – 124. 
Dyah Setyaningrum dan Febriyani Syafitri. (2012). Analisa Penaruh Karakteristik 
Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. 
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Vol. 9 No. 2 Tahun 2014). 
Hlm 154 – 170. 
Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate denga Program IBM SPSS 
19. Edisi ke 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
Handoko, T. Hani. (1995). Manajemem. Yogyakarta: Penerbit BPFE. 
Hapsari, Andhisa Setya. (2008). “Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan 
Auditan BPK ( eflrksi Eksistensi dan Peranan BPK)”. Diakses melalui 
https://www.assassinsborn.multiply.com/jurnal/item/3/tinjauan-
kebermanfaatan-laporan-keuangan-auditan-BPK.com pada 2 November 
2015 
Hariyanto, Agus. (2012). Penggunaan Basis Akrual dalam Akuntansi 
Pemerintahan di Indonesia. Dharma Ekonomi (Online). Vol. 36 No. 36. 
Diakses dari http://ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id pada 2 November 
2015 






Husein Umar. (2011). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada 
LAN dan BPKP. (2011). Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Bogor: 
Pusdiklatwas BPKP. 
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press. 
Mahsun, Moh, dkk. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. 
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi 
Mira Tania. (2010). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap 
Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Kota Subang. Skripsi. 
Bandung: Universitas Komputer Indonesia 
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara. 
Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Kompetensi 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) 
Peraturan Standar Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI No 03.01 Tahun 
2008 
Putu Sri Wahyuni. (2014).Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan 
aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan 
daerah (Studi empiris pada pemerintahan Kabupaten Badung). Jurnal 






Renyowijoyo, Muindro. (2008). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. 
Jakarta: Mitra Wacana. 
Ritonga, Irwan Taufiq. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: 
Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah. 
Romney, Marshall, dan Paul Steinbart. (2014). Sistem Informasi Akuntansi. 
Jakarta: Salemba Empat. 
Saufi Iqbal Nasution (2010). Pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas 
laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. 
Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara. 
Sekaran, Uma. (2007). Metodoligi Penelitian untuk Bisnis Buku 1 Edisi 4. Jakarta: 
Salemba Empat. 
Sugiyono. (2010). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 
________. (2015). Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D. Bandung : 
Alfabeta. 
Suharsimi Arikunto. (2009). Dasar–Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi). 
Jakarta: Bumi Aksara. 
Sukhemi. (2010). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas 
Keuangan Daerah. Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol 5,  
Surya Metta Silany. (2013). Pengaruh penyajian neraca daerah dan pengawasan 
intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah : (studi kasus pada Dinas 
SKPD Pemerintah Kota Bandung). Skripsi. Bandung: Universitas 
Komputer Indonesia 
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Lampiran 3. Kuesioner Uji Coba Instrumen 
Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner 
 
Kepada: 




Saya adalah mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY) yang sedang menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE), dengan ini saya : 
Nama  : Dian Dharmaningtyas 
Nim   : 12812141043 
Jurusan : Akuntansi 
Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap. 
Kuesioner ini akan dijadikan data dalam penelitian saya. Oleh karena itu, 
Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk membacanya dengan teliti dan menjawab 
dengan lengkap. Segala informasi yang diperoleh dari kuesioner ini akan dijaga 
kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. 
Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima 
kasih. 
 
 Hormat Saya, 
 













A. IDENTITAS RESPONDEN 
Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut: 
1. Nama : ……………………………………… 
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita 
3. Umur : ………….. Tahun 
4. Nama SKPD : ……………………………………… 











6. Latar Belakang Pendidikan : …………………………………….... 
7. Jabatan : PPK 
Bendahara 
Pencatat Pembukuan 
8. Lama Bekerja : 1 – 5 Tahun 

















Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap  
Akuntabilitas Keuangan  
 
Kuisioner Variabel Independen : Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan 
Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang 
sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
KS = Kurang Setuju 
TS = Tidak Setuju 
1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah 
No PERNYATAAN SS S KS TS 
1 Setiap SKPD memiliki wewenang menyusun 
anggaran dan melaksanakan anggaran dengan 
penuh tanggung jawab 
    
2 SKPD merupakan unit instansi mandiri yang 
berkewajiban untuk menyajikan laporan 
keuangan 
    
3 Laporan keuangan SKPD melaporkan kegiatan 
yang dapat dinilai dengan satuan uang 
    
4 Informasi dalam laporan keuangan SKPD 
disajikan selengkap mungkin 
    
5 Informasi dalam laporan keuangan mencakup 
semua informasi akuntansi yang dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan 
    
6 Informasi dalam laporan keuangan 
menggambarkan dengan jujur tentang transaksi 
yang dilakukan SKPD 
    
7 Informasi dalam laporan keuangan 
menggambarkan dengan jujur tentang kegiatan 
penggunaan anggaran SKPD 
    
8 Informasi dalam laporan keuangan SKPD tidak 
berpihak pada kebutuhan pihak tertentu 
    
9 Neraca SKPD disusun menggunakan basis 
akrual 
    
10 Laporan Operasional SKPD disusun 
menggunakan basis akrual 
    
11 Laporan Realisasi Anggaran SKPD disusun 
menggunakan basis kas 





No PERNYATAAN SS S KS TS 
12 Periode pelaporan keuangan SKPD adalah satu 
tahun anggaran 
    
13 Penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2015 
menggunakan metode akuntansi yang sama 
dengan tahun 2014 
    
14 Neraca  SKPD menggambarkan posisi keuangan 
SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas 
pada tanggal tertentu 
    
15 Laporan Operasional SKPD menyajikan 
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional 
keuangan SKPD 
    
16 Laporan Realisasi Anggaran SKPD merupakan 
gambaran perbandingan antaran anggaran SKPD 
dengan realisasinya dalam atu periode pelaporan 
    
17 SKPD wajib menyajikan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK) 
    
18 CaLK merupakan penjelasan terinci atas 
penyajian laporan keuangan SKPD 
    
 
2. Kecukupan Pengungkapan 
No PERNYATAAN SS S KS TS 
1 SKPD harus menyajikan Catatan atas Atas 
Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak 
terpisah dari laporan keuangan SKPD  
    
2 CALK memuat penjelasan mengenai kegiatan 
pokok SKPD 
    
3 CALK mengungkapkan informasi yang 
merupakan gambaran SKPD secara umum 
    
4 CALK memuat penjelasan mengenai kebijakan 
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan 
SKPD 
    
5 CALK memuat informasi tentang posisi 
keuangan periode berjalan dibandingkan dengan 
periode sebelumnya 
    
6 CALK menyajikan informasi penjelasan realisasi 
anggaran 
    
7 CALK memuat ikhtisar realisasi pencapaian 
target kinerja anggaran SKPD 
    
8 Ikhtisar pencapaian kinerja berupa realisasi 
pencapaian program dan/atau kegiatan yang 
dilaksanakan 
    
9 Hambatan dalam pencapaian target kinerja 
diungkapan dalam CALK 





No PERNYATAAN SS S KS TS 
10 CALK  memaparkan basis akuntansi yang 
mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 
    
11 CALK menjelaskan dasar pengukuran yang 
digunakan dalam menyusun laporan keuangan 
SKPD 
    
12 CALK memuat informasi penerapan kebijakan 
akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam 
SAP 
    
13 Adanya perbedaan anggaran dan realisasi 
dijelasakan dalam CALK 
    
14 Prosentase pencapaian dalam LRA dijelaskan 
dalam CALK 
    
15 Perbedaan antara periode berjalan dan periode 
yang lalu dalam LO harus dijelaskan 
    
16 Informasi yang diharusan SAP tetapi belum 
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 
diungkapkan dalam CALK 
    
17 CALK harus menyajikan informasi yang tidak 
mengulang rincian dari lembar muka laporan 
keuangan 
    
18 Kejadian penting selama tahun pelaporan 
diungkapan dalam CALK 
    
19 Informasi yang apabila tidak diungkapkan dapat 
menyesatkan pengguna laporan harus 
diungkapkan 
    
20 Pergantian manajemen SKPD selama tahun 
bejalan perlu diungkapan dalam CALK 
    
 
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 
No PERNYATAAN SS S KS TS 
1 Penyajian informasi keuangan secara bruto (asas 
bruto) 
    
2 Penyajian laporan keuangan secara umum sesuai 
SAP Berbasis Akrual (PP No 71 Tahun 2010) 
    
3 Anggaran disusun berdasarkan basis kas, maka 
LRA disusun berdasarkan basis kas 
    
4 Belanja merupakan pagu maksimal     
5 Belanja SKPD terdiri dari belanja langsung dan 
belanja tak langsung 
    
6 Belanja langsung mengacu pada PPAS 
(Penetapan Platfon Anggaran Sementara) 
    
7 Pengungkapan informasi rinci atas laporan 
keuangan SKPD pada CALK 





No PERNYATAAN SS S KS TS 
8 Selisih antara anggaran dan realisasi yang 
signifikan harus dijelaskan 
    
9 Pengeluaran kas harus diadministrasikan dalam 
anggaran 
    
10 Penerimaan kas harus diadministrasikan dalam 
anggaran 
    
11 UYHD (Uang Yang Harus 
Dipertanggungjawabkan) termasuk kas 
    
4. Efektivitas SPI 
No PERNYATAAN SS S KS TS 
1 Buku Kas Umum (BKU) dikelola oleh 
bendahara SKPD 
    
2 Bendahara mencatat uang muka operasional 
kerja sesuai yang diajukan PPTK 
    
3 Pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi 
keuangan dibuktikan melalui Surat Pertanggung 
Jawaban (SPJ) 
    
4 TPBU dapat berlaku setelah otorisasi lengkap     
5 Syarat SKPD untuk memperoleh dokumen SP2D 
yaitu SPP dan SPM 
    
6 SPJ dilaporkan ke SKPKD     
7 Laporan keuangan SKPD di laporkan ke SKPKD     
8 Pengguna Anggaran (PA) memiliki wewenang 
mengawasi proses pelaksanaan anggaran 
    
9 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan 
acuan dalam pelaksanaan program kegiatan 
    
10 Surat Pertanggung Jawabab (SPJ) dilaporkan ke 
SKPDKD setiap bulan 
    
11 Pelaporan SPJ berisi Rekapitulasi SPJ, Buku Kas 
Umum (BKU), Bukti-Bukti, dan Jurnal 
    
12 PPK-SKPD bertugas menyiapkan laporan 
keuangan SKPD 
    
13 Bendahara SKPD bertugas menyiapkan 
dokumen atas transakasi terkait proses 
pelaksanaan anggaran 
    
14 Pencatat Pembukuan bertugas membuat 
rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan/atau 
transaksi keuangan SKPD 
    
15 Pembuat Dokumen bertugas membuat dokumen-
dokumen terkait pelaksanaan kegiatan dan/atau 
transaksi keuangan SKPD 
    
16 Tidak boleh ada rangkap jabatan dalam 
pelaksanaan akuntansi SKPD 





Kuisioner Variabel Dependen : Akuntabilitas Keuangan 
Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang 
sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu 
SS = Sangat Sering 
S = Sering 
JS = Jarang Sekali 
TP = Tidak Pernah 
No PERNYATAAN SS S JS TP 
1 Pelaporan keuangan SKPD dilaksanakan tepat 
waktu 
    
2 Laporan SPJ disertai bukti-bukti andministrsi     
3 Laporan keuangan SKPD tahun berjalan 
diserahkan paling lambat tanggal 10 Januari 
tahun berikutnya 
    
4 Pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi 
keuangan sesuai dengan DPA 
    
5 Penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai 
dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan 
    
6 Pelaporan akuntansi SKPD sesuai dengan 
peraturan perungang-undangan terkait 
pengelolaan keuangan daerah 
    
7 Pelaporan keuangan SKPD tahun berjalan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
    
8 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang 
dianggarkan 
    
9 SKPD mencapai target yang ditetapkan     
10 Pencapaian target akhir tahun anggaran mengacu 
pada anggaran perubahan 
    
11 Dana anggaran habis pada akhir tahun anggaran     
12 Laporan keuangan SKPD merupakan hasil akhir 
pertanggungjawaban keuangan SKPD 
    
13 Pelakasanaan anggaran mempertimbangkan 
prinsip ekonomis 
    
14 Penggunaan dana anggaran memperhatikan 
tingkat urgensi kegiatan dan/atau transaksi 
keuangan SKPD 
    
15 Bukti-bukti transaksi diotorisasi berbagai pihak     
16 Laporan keuangan SKPD dapat diakses siapa 
saja 
    
17 Laporan keuangan SKPD dipublikasikan     
18 Pelaporan SPJ sesuai dengan kegiatan yang 
dilaksanakan 





No PERNYATAAN SS S JS TP 
19 SKPD melaporkan SPJ untuk setiap bulan atas 
penggunaan dana anggaran bulan terkait 
    
20 SKPD melaporkan laporan keuangan SKPD 
untuk setiap periode anggaran 
    
21 Tiap pelaksana akuntansi/keuangan dalam SKPD 
menjalankan tanggungjawabnya masing-masing 
    
22 Penggunaan dana anggaran sesuai dengan 
anggaran SKPD 
    
23 Setiap melaksanakan kegiatan 
dipertanggungjawabkan melalui Surat 
Pertanggung Jawaban (SPJ) 
    
 


























Lampiran 4. Data Uji Coba Instrumen 










Pendidikan Lama Kerja 
1 Sekretariat Daerah 
Bagian Humas 
1 PPK 43 W S1 Non Akuntansi  
2 PP 30 W D3 Non Akuntansi  
3 Bendahara 44 P S1 Non Akuntansi  
4 PD 40 P S1 Non Akuntansi  
2 BKBPP 5 Bendahara 48 P SMA Non Akuntansi  
6  44 W S1 Non Akuntansi  
3 BLH 7 Bendahara 42 W SMA Non Akuntansi  
8  37 P SMA Non Akuntansi  
4 Kantor Ketahanan 
Pangan 
9 Bendahara 57 P D3 Non Akuntansi  
10  41 W S1 Non Akuntansi  
5 Kec. Kranggan 11 Bendahara 52 W S2 Non Akuntansi  
12  32 P SMA Non Akuntansi  
6 Kec. Tembarak 13  42 P SMA Non Akuntansi  
14 Bendahara 49 W SMA Non Akuntansi  
7 Kec. Selopampang 15  33 P S1 Akuntansi  
16 Bendahara 56 W SMA Non Akuntansi  
8 Kel. Manding 17 Bendahara 54 W S1 Non Akuntansi  
18  45 P SMA Non Akuntansi  
9 Kel. Butuh 19  32 P SMA Non Akuntansi  
20  35 W S1 Non Akuntansi  













Pendidikan Lama Kerja 
  22 PP 29 W D3 Non Akuntansi  
11 Kec. Kledung 23 PD 28 P D3 Non Akuntansi  
24 Bendahara 43 W S2 Non Akuntansi  
12 Kel. Jurang 25 PP 32 W S2 Non Akuntansi  
26 Bendahara 55 P S2 Non Akuntansi  
13 Kec. Bejen 27 Bendahara 57 P SMA Non Akuntansi  
28 PP 47 W S1 Non Akuntansi  
14 Kel. Sidorejo 29 PD 34 P SMA Non Akuntansi  











Lampiran 5. Data Hasil Uji Coba Instrumen 
Tabel 2. Skor Butir Kuesioner Variabel X1 
Resp 
Butir Pernyataan Variabel X1 Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 
2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 
3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 64 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 52 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
8 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 52 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 52 
11 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 59 
12 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
13 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 55 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
16 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 62 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 70 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 55 
19 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 60 
20 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 59 
21 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 61 
22 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 56 
23 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 58 
24 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 67 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
28 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 









Tabel 3. Skor Butir Kuesioner Variabel X2 
Resp 
Butir Pernyataan Variabel X2 Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 75 
2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 75 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 66 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 49 
5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 53 
6 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 53 
7 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 53 
8 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 53 
9 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 55 
10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 53 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 59 
12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 61 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 56 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
16 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 61 
17 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 75 
18 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 54 
19 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
20 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
21 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 66 
22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 58 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
24 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 64 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 76 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 76 





Butir Pernyataan Variabel X2 Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

















Tabel 4. Skor Butir Kuesioner Variabel X3  
Resp 
Butir Pernyataan Variabel X3 Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 41 
2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 42 
3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 1 33 
4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 30 
5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
6 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 29 
7 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
8 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
9 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 30 
10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
11 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 40 
12 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
14 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43 
16 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 34 
17 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
18 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
19 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 32 
20 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 32 
21 2 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 33 
22 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 33 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
24 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 41 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
28 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 












Tabel 5. Skor Butir Kuesioner Variabel X4 
Resp 
Butir Pernyataan Variabel X4 Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 63 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 63 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 47 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 59 
12 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 60 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
16 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 51 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 
21 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 56 
22 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 55 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
24 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 61 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
28 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 53 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
















Tabel 6. Skor Butir Kuesioner Y 
Res
p 
Butir Pernyataan Variabel X2 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 85 
2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 85 
3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 78 
4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 85 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 66 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 66 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 66 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 66 
9 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 65 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 66 
11 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 4 79 
12 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 69 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 67 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 90 
15 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 68 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 85 
18 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 72 
19 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87 
20 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87 
21 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 4 3 3 3 3 3 71 
22 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 75 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 76 
24 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 85 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 






Butir Pernyataan Variabel X2 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
28 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 67 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 65 

















Lampiran 6. Hasil Uji Coba Instrumen 
Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel X1  




2 0.671 Valid 
3 0.596 Valid 
4 0.795 Valid 
5 0.681 Valid 
6 0.843 Valid 
7 0.843 Valid 
8 0.645 Valid 
9 0.799 Valid 
10 0.756 Valid 
11 0.768 Valid 
12 0.841 Valid 
13 0.843 Valid 
14 0.889 Valid 
15 0.876 Valid 
16 0.805 Valid 
17 0.787 Valid 
















Tabel 8. Hasil Output SPSS 20 Uji Validitas Variabel X1  
Correlation 









































Sig. (2-tailed)  .000 .009 .002 .001 .009 .009 .000 .048 .035 .000 .000 .011 .001 .000 .001 .009 .000 .000 







































Sig. (2-tailed) .000  .001 .001 .023 .016 .016 .023 .120 .023 .021 .021 .004 .001 .001 .003 .010 .002 .000 


























 .276 .336 .596
**
 
Sig. (2-tailed) .009 .001  .005 .004 .069 .069 .000 .102 .037 .154 .027 .023 .003 .000 .004 .140 .069 .001 









































Sig. (2-tailed) .002 .001 .005  .001 .000 .000 .002 .005 .019 .003 .003 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 







































Sig. (2-tailed) .001 .023 .004 .001  .001 .001 .015 .011 .080 .007 .007 .000 .001 .000 .001 .046 .021 .000 









































Sig. (2-tailed) .009 .016 .069 .000 .001  .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 









































Sig. (2-tailed) .009 .016 .069 .000 .001 .000  .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 



































Sig. (2-tailed) .000 .023 .000 .002 .015 .005 .005  .086 .148 .051 .009 .004 .004 .000 .001 .021 .035 .000 



































Sig. (2-tailed) .048 .120 .102 .005 .011 .000 .000 .086  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 








































 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 Total X1 
Sig. (2-tailed) .035 .023 .037 .019 .080 .000 .000 .148 .000  .001 .000 .001 .000 .000 .001 .000 .000 .000 





































Sig. (2-tailed) .000 .021 .154 .003 .007 .000 .000 .051 .000 .001  .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 









































Sig. (2-tailed) .000 .021 .027 .003 .007 .000 .000 .009 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 









































Sig. (2-tailed) .011 .004 .023 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .001 .002 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 









































Sig. (2-tailed) .001 .001 .003 .000 .001 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 









































Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .003 .000 .000 









































Sig. (2-tailed) .001 .003 .004 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000  .004 .001 .000 







































Sig. (2-tailed) .009 .010 .140 .000 .046 .000 .000 .021 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .004  .000 .000 







































Sig. (2-tailed) .000 .002 .069 .000 .021 .000 .000 .035 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000  .000 










































Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 




Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel X2  




2 0.611 Valid 
3 0.728 Valid 
4 0.728 Valid 
5 0.825 Valid 
6 0.861 Valid 
7 0.860 Valid 
8 0.757 Valid 
9 0.748 Valid 
10 0.769 Valid 
11 0.807 Valid 
12 0.873 Valid 
13 0.799 Valid 
14 0.864 Valid 
15 0.753 Valid 
16 0.857 Valid 
17 0.775 Valid 
18 0.632 Valid 
19 0.632 Valid 
















Tabel 10. Hasil Output SPSS 20 Uji Validitas Variabel X2  
Correlations 




































 .288 .237 .633
**
 
Sig. (2-tailed)  .150 .043 .017 .021 .001 .005 .017 .011 .002 .006 .002 .012 .002 .000 .000 .007 .027 .123 .208 .000 






























 .196 .181 .129 .611
**
 
Sig. (2-tailed) .150  .000 .000 .000 .015 .000 .000 .002 .006 .066 .014 .173 .027 .010 .017 .030 .299 .337 .496 .000 




































 .358 .331 .236 .728
**
 
Sig. (2-tailed) .043 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .003 .002 .010 .043 .004 .000 .001 .043 .052 .074 .210 .000 




































 .248 .349 .174 .728
**
 
Sig. (2-tailed) .017 .000 .000  .000 .001 .000 .001 .016 .000 .000 .000 .040 .003 .007 .002 .008 .185 .059 .358 .000 






































 .326 .173 .825
**
 
Sig. (2-tailed) .021 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .013 .003 .078 .360 .000 











































Sig. (2-tailed) .001 .015 .000 .001 .000  .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .011 .008 .059 .000 











































Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .001 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .001 .031 .036 .123 .000 






































 .215 .105 .757
**
 
Sig. (2-tailed) .017 .000 .000 .001 .000 .001 .000  .000 .000 .006 .004 .000 .000 .001 .000 .008 .019 .254 .580 .000 






































 .231 .177 .748
**
 
Sig. (2-tailed) .011 .002 .001 .016 .000 .000 .000 .000  .002 .048 .000 .000 .000 .000 .001 .009 .000 .219 .348 .000 














































 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 Total X2 
Sig. (2-tailed) .002 .006 .003 .000 .000 .000 .001 .000 .002  .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .027 .043 .344 .000 









































Sig. (2-tailed) .006 .066 .002 .000 .001 .000 .000 .006 .048 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .121 .001 .022 .000 













































Sig. (2-tailed) .002 .014 .010 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000  .000 .000 .001 .000 .000 .003 .001 .010 .000 









































Sig. (2-tailed) .012 .173 .043 .040 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .010 .011 .128 .000 











































Sig. (2-tailed) .002 .027 .004 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .003 .009 .114 .000 






































 .230 .076 .753
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .010 .000 .007 .000 .000 .000 .001 .000 .002 .000 .001 .000 .000  .000 .002 .007 .221 .692 .000 













































Sig. (2-tailed) .000 .017 .001 .002 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .001 .001 .033 .000 













































Sig. (2-tailed) .007 .030 .043 .008 .013 .000 .001 .008 .009 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000  .019 .000 .024 .000 





































Sig. (2-tailed) .027 .299 .052 .185 .003 .011 .031 .019 .000 .027 .121 .003 .010 .003 .007 .001 .019  .001 .006 .000 





























Sig. (2-tailed) .123 .337 .074 .059 .078 .008 .036 .254 .219 .043 .001 .001 .011 .009 .221 .001 .000 .001  .000 .000 
























 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 Total X2 
 
N 
















































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 















Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel X3  




2 0.712 Valid 
3 0.796 Valid 
4 0.715 Valid 
5 0.843 Valid 
6 0.673 Valid 
7 0.838 Valid 
8 0.743 Valid 
9 0.832 Valid 
10 0.832 Valid 
11 0.721 Valid 
 
Tabel 12. Hasil Output SPSS 20 Uji Validitas X3 
Correlations 





















Sig. (2-tailed)  .006 .003 .000 .003 .004 .056 .098 .009 .009 .068 .000 

























Sig. (2-tailed) .006  .000 .064 .001 .002 .013 .006 .015 .015 .004 .000 



























Sig. (2-tailed) .003 .000  .000 .000 .041 .001 .000 .001 .001 .049 .000 























Sig. (2-tailed) .000 .064 .000  .001 .063 .002 .034 .005 .005 .036 .000 



























Sig. (2-tailed) .003 .001 .000 .001  .009 .000 .000 .000 .000 .003 .000 

























Sig. (2-tailed) .004 .002 .041 .063 .009  .001 .041 .016 .016 .000 .000 

























Sig. (2-tailed) .056 .013 .001 .002 .000 .001  .000 .000 .000 .000 .000 

























Sig. (2-tailed) .098 .006 .000 .034 .000 .041 .000  .001 .001 .010 .000 





























Sig. (2-tailed) .009 .015 .001 .005 .000 .016 .000 .001  .000 .000 .000 





























Sig. (2-tailed) .009 .015 .001 .005 .000 .016 .000 .001 .000  .000 .000 





























 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 Total X3 






























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Tabel 13. Hasil Uji Validitas Variabel X4 




2 0.899 Valid 
3 0.938 Valid 
4 0.801 Valid 
5 0.887 Valid 
6 0.847 Valid 
7 0.897 Valid 
8 0.877 Valid 
9 0.948 Valid 
10 0.858 Valid 
11 0.886 Valid 
12 0.889 Valid 
13 0.889 Valid 
14 0.918 Valid 
15 0.867 Valid 













Tabel 14. Hasil Output SPSS 20 Uji Validitas Variabel X4  
Correlations 



































Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .074 .000 





































Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .038 .000 





































Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .038 .000 





































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .010 .000 



































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .130 .000 



































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .074 .000 





































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .017 .000 





































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .000 





































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .038 .000 







































 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X4.14 X4.15 X4.16 Total X4 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .001 .010 .000 



































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .074 .000 





































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .038 .000 



































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .105 .000 



































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .064 .000 
































 1 .289 .867
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000  .122 .000 




















 .302 .342 .289 1 .473
**
 
Sig. (2-tailed) .074 .038 .038 .010 .130 .074 .017 .008 .038 .010 .074 .038 .105 .064 .122  .008 






































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Tabel 15. Hasil Uji Validitas Variabel Y 




2 0.800 Valid 
3 0.812 Valid 
4 0.870 Valid 
5 0.736 Valid 
6 0.802 Valid 
7 0.336 Tidak Valid 
8 0.632 Valid 
9 0.512 Valid 
10 0.487 Valid 
11 0.199 Tidak Valid 
12 0.871 Valid 
13 0.865 Valid 
14 0.916 Valid 
15 0.796 Valid 
16 0.793 Valid 
17 0.763 Valid 
18 0.870 Valid 
19 0.866 Valid 
20 0.920 Valid 
21 0.916 Valid 
22 0.888 Valid 














Tabel 16. Hasil Output SPSS Uji Validitas Variabel Y 












































Sig. (2-tailed)  .004 .000 .005 .004 .009 .034 .148 .006 .003 .699 .012 .025 .004 .040 .107 .013 .004 .000 .000 .004 .053 .000 .000 














































Sig. (2-tailed) .004  .000 .000 .000 .000 .559 .000 .152 .247 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
















































Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .170 .002 .084 .014 .770 .000 .000 .000 .002 .001 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 














































Sig. (2-tailed) .005 .000 .000  .000 .000 .176 .063 .066 .005 .407 .000 .001 .000 .001 .002 .013 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 














































Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000  .000 .072 .005 .152 .247 .658 .000 .007 .002 .000 .000 .025 .000 .000 .000 .002 .002 .000 .000 














 1 .200 .580
**






























Sig. (2-tailed) .009 .000 .000 .000 .000  .288 .001 .203 .084 .929 .000 .001 .000 .000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 










 .267 .225 .045 .208 .295 .259 -.030 .057 .222 .295 .157 .295 .181 .222 .336 
Sig. (2-tailed) .034 .559 .170 .176 .072 .288  .023 .013 .154 .233 .814 .271 .114 .168 .875 .765 .238 .114 .407 .114 .337 .238 .070 










































Sig. (2-tailed) .148 .000 .002 .063 .005 .001 .023  .239 .476 1.000 .001 .001 .000 .003 .005 .067 .043 .004 .001 .000 .004 .005 .000 






 .268 .321 .340 .268 .239 .447
*
 .222 1 .683
**
 .339 .331 .217 .365
*
















Sig. (2-tailed) .006 .152 .084 .066 .152 .203 .013 .239  .000 .067 .074 .250 .047 .115 .083 .070 .013 .047 .074 .047 .002 .013 .004 










 .218 .321 .267 .135 .683
**













Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Total 
Y 
Sig. (2-tailed) .003 .247 .014 .005 .247 .084 .154 .476 .000  .170 .097 .171 .053 .538 .370 .110 .000 .053 .012 .053 .053 .004 .006 




.074 .000 -.056 .157 -.084 .017 .225 .000 .339 .257 1 -.034 .280 .120 .256 -.053 .258 .084 -.138 -.034 .120 .206 .084 .199 
Sig. (2-tailed) .699 1.000 .770 .407 .658 .929 .233 1.000 .067 .170  .858 .135 .526 .172 .781 .168 .658 .469 .858 .526 .274 .658 .291 














































Sig. (2-tailed) .012 .000 .000 .000 .000 .000 .814 .001 .074 .097 .858  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 














































Sig. (2-tailed) .025 .000 .000 .001 .007 .001 .271 .001 .250 .171 .135 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

















































Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 .002 .000 .114 .000 .047 .053 .526 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 














































Sig. (2-tailed) .040 .000 .002 .001 .000 .000 .168 .003 .115 .538 .172 .000 .000 .000  .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 












































Sig. (2-tailed) .107 .000 .001 .002 .000 .000 .875 .005 .083 .370 .781 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 












































Sig. (2-tailed) .013 .008 .002 .013 .025 .005 .765 .067 .070 .110 .168 .000 .000 .000 .004 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 


















































Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 .000 .000 .238 .043 .013 .000 .658 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
















































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .114 .004 .047 .053 .469 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 











































































































Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 .002 .000 .114 .000 .047 .053 .526 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 











































Sig. (2-tailed) .053 .000 .000 .000 .002 .000 .337 .004 .002 .053 .274 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 


















































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .238 .005 .013 .004 .658 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 






















































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .070 .000 .004 .006 .291 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 











Tabel 17. Hasil Uji Reabilitas Variabel X1  
Reliability Statistics 




Tabel 18. Hasil Uji Reabilitas Variabel X2 
Reliability Statistics 




Tabel 19. Hasil Uji Reabilitas Variabel X3 
Reliability Statistics 




Tabel 20. Hasil Uji Reabilitas Variabel X4  
Reliability Statistics 




Tabel 21. Hasil Uji Reabilitas Variabel Y 
Reliability Statistics 














Lampiran 7. Kuesioner Penelitian 
Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner 
 
Kepada: 




Saya adalah mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY) yang sedang menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE), dengan ini saya : 
Nama  : Dian Dharmaningtyas 
Nim   : 12812141043 
Jurusan : Akuntansi 
Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap. 
Kuesioner ini akan dijadikan data dalam penelitian saya. Oleh karena itu, 
Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk membacanya dengan teliti dan menjawab 
dengan lengkap. Segala informasi yang diperoleh dari kuesioner ini akan dijaga 
kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. 
Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima 
kasih. 
 
 Hormat Saya, 
 













B. IDENTITAS RESPONDEN 
Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut: 
1. Nama : ……………………………………… 
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita 
3. Umur : ………….. Tahun 
4. Nama SKPD : ……………………………………… 











6. Latar Belakang Pendidikan : …………………………………….... 
7. Jabatan : PPK 
Bendahara 
Pencatat Pembukuan 
8. Lama Bekerja : 1 – 5 Tahun 

















Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap  
Akuntabilitas Keuangan  
 
Kuisioner Variabel Independen : Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan 
Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang 
sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
KS = Kurang Setuju 
TS = Tidak Setuju 
1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah 
No PERNYATAAN SS S KS TS 
1 Setiap SKPD memiliki wewenang menyusun 
anggaran dan melaksanakan anggaran dengan 
penuh tanggung jawab 
    
2 SKPD merupakan unit instansi mandiri yang 
berkewajiban untuk menyajikan laporan 
keuangan 
    
3 Laporan keuangan SKPD melaporkan kegiatan 
yang dapat dinilai dengan satuan uang 
    
4 Informasi dalam laporan keuangan SKPD 
disajikan selengkap mungkin 
    
5 Informasi dalam laporan keuangan mencakup 
semua informasi akuntansi yang dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan 
    
6 Informasi dalam laporan keuangan 
menggambarkan dengan jujur tentang transaksi 
yang dilakukan SKPD 
    
7 Informasi dalam laporan keuangan 
menggambarkan dengan jujur tentang kegiatan 
penggunaan anggaran SKPD 
    
8 Informasi dalam laporan keuangan SKPD tidak 
berpihak pada kebutuhan pihak tertentu 
    
9 Neraca SKPD disusun menggunakan basis 
akrual 
    
10 Laporan Operasional SKPD disusun 
menggunakan basis akrual 
    
11 Laporan Realisasi Anggaran SKPD disusun 
menggunakan basis kas 





No PERNYATAAN SS S KS TS 
12 Periode pelaporan keuangan SKPD adalah satu 
tahun anggaran 
    
13 Penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2015 
menggunakan metode akuntansi yang sama 
dengan tahun 2014 
    
14 Neraca  SKPD menggambarkan posisi keuangan 
SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas 
pada tanggal tertentu 
    
15 Laporan Operasional SKPD menyajikan 
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional 
keuangan SKPD 
    
16 Laporan Realisasi Anggaran SKPD merupakan 
gambaran perbandingan antara anggaran SKPD 
dengan realisasi dalam satu periode pelaporan 
    
17 SKPD wajib menyajikan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK) 
    
18 CaLK merupakan penjelasan terinci atas 
penyajian laporan keuangan SKPD 
    
 
2. Kecukupan Pengungkapan 
No PERNYATAAN SS S KS TS 
1 SKPD harus menyajikan Catatan atas Atas 
Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak 
terpisah dari laporan keuangan SKPD  
    
2 CALK memuat penjelasan mengenai kegiatan 
pokok SKPD 
    
3 CALK mengungkapkan informasi yang 
merupakan gambaran SKPD secara umum 
    
4 CALK memuat penjelasan mengenai kebijakan 
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan 
SKPD 
    
5 CALK memuat informasi tentang posisi 
keuangan periode berjalan dibandingkan dengan 
periode sebelumnya 
    
6 CALK menyajikan informasi penjelasan realisasi 
anggaran 
    
7 CALK memuat ikhtisar realisasi pencapaian 
target kinerja anggaran SKPD 
    
8 Ikhtisar pencapaian kinerja berupa realisasi 
pencapaian program dan/atau kegiatan yang 
dilaksanakan 
    
9 Hambatan dalam pencapaian target kinerja 
diungkapan dalam CALK 





No PERNYATAAN SS S KS TS 
10 CALK  memaparkan basis akuntansi yang 
mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 
    
11 CALK menjelaskan dasar pengukuran yang 
digunakan dalam menyusun laporan keuangan 
SKPD 
    
12 CALK memuat informasi penerapan kebijakan 
akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam 
SAP 
    
13 Adanya perbedaan anggaran dan realisasi 
dijelasakan dalam CALK 
    
14 Prosentase pencapaian dalam LRA dijelaskan 
dalam CALK 
    
15 Perbedaan antara periode berjalan dan periode 
yang lalu dalam LO harus dijelaskan 
    
16 Informasi yang diharusan SAP tetapi belum 
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 
diungkapkan dalam CALK 
    
17 CALK harus menyajikan informasi yang tidak 
mengulang rincian dari lembar muka laporan 
keuangan 
    
18 Kejadian penting selama tahun pelaporan 
diungkapan dalam CALK 
    
19 Informasi yang apabila tidak diungkapkan dapat 
menyesatkan pengguna laporan harus 
diungkapkan 
    
20 Pergantian manajemen SKPD selama tahun 
bejalan perlu diungkapan dalam CALK 
    
 
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 
No PERNYATAAN SS S KS TS 
1 Penyajian informasi keuangan secara bruto (asas 
bruto) 
    
2 Penyajian laporan keuangan secara umum sesuai 
SAP Berbasis Akrual (PP No 71 Tahun 2010) 
    
3 Anggaran disusun berdasarkan basis kas, maka 
LRA disusun berdasarkan basis kas 
    
4 Belanja merupakan pagu maksimal     
5 Belanja SKPD terdiri dari belanja langsung dan 
belanja tak langsung 
    
6 Belanja langsung mengacu pada PPAS 
(Penetapan Platfon Anggaran Sementara) 
    
7 Pengungkapan informasi rinci atas laporan 
keuangan SKPD pada CALK 





No PERNYATAAN SS S KS TS 
8 Selisih antara anggaran dan realisasi yang 
signifikan harus dijelaskan 
    
9 Pengeluaran kas harus diadministrasikan dalam 
anggaran 
    
10 Penerimaan kas harus diadministrasikan dalam 
anggaran 
    
11 UYHD (Uang Yang Harus 
Dipertanggungjawabkan) termasuk kas 
    
4. Efektivitas SPI 
No PERNYATAAN SS S KS TS 
1 Buku Kas Umum (BKU) dikelola oleh 
bendahara SKPD 
    
2 Bendahara mencatat uang muka operasional 
kerja sesuai yang diajukan PPTK 
    
3 Pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi 
keuangan dibuktikan melalui Surat Pertanggung 
Jawaban (SPJ) 
    
4 TPBU dapat berlaku setelah otorisasi lengkap     
5 Syarat SKPD untuk memperoleh dokumen SP2D 
yaitu SPP dan SPM 
    
6 SPJ dilaporkan ke SKPKD     
7 Laporan keuangan SKPD di laporkan ke SKPKD     
8 Pengguna Anggaran (PA) memiliki wewenang 
mengawasi proses pelaksanaan anggaran 
    
9 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan 
acuan dalam pelaksanaan program kegiatan 
    
10 Surat Pertanggung Jawabab (SPJ) dilaporkan ke 
SKPDKD setiap bulan 
    
11 Pelaporan SPJ berisi Rekapitulasi SPJ, Buku Kas 
Umum (BKU), Bukti-Bukti, dan Jurnal 
    
12 PPK-SKPD bertugas menyiapkan laporan 
keuangan SKPD 
    
13 Bendahara SKPD bertugas menyiapkan 
dokumen atas transakasi terkait proses 
pelaksanaan anggaran 
    
14 Pencatat Pembukuan bertugas membuat 
rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan/atau 
transaksi keuangan SKPD 
    
15 Pembuat Dokumen bertugas membuat dokumen-
dokumen terkait pelaksanaan kegiatan dan/atau 
transaksi keuangan SKPD 
    
16 Tidak boleh ada rangkap jabatan dalam 
pelaksanaan akuntansi SKPD 





Kuisioner Variabel Dependen : Akuntabilitas Keuangan 
Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang 
sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu 
SS = Sangat Sering 
S = Sering 
JS = Jarang Sekali 
TP = Tidak Pernah 
No PERNYATAAN SS S JS TP 
1 Pelaporan keuangan SKPD dilaksanakan tepat 
waktu 
    
2 Laporan SPJ disertai bukti-bukti andministrsi     
3 Laporan keuangan SKPD tahun berjalan 
diserahkan paling lambat tanggal 10 Januari 
tahun berikutnya 
    
4 Pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi 
keuangan sesuai dengan DPA 
    
5 Penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai 
dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan 
    
6 Pelaporan akuntansi SKPD sesuai dengan 
peraturan perungang-undangan terkait 
pengelolaan keuangan daerah 
    
7 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang 
dianggarkan 
    
8 SKPD mencapai target yang ditetapkan     
9 Pencapaian target akhir tahun anggaran mengacu 
pada anggaran perubahan 
    
10 Laporan keuangan SKPD merupakan hasil akhir 
pertanggungjawaban keuangan SKPD 
    
11 Pelakasanaan anggaran mempertimbangkan 
prinsip ekonomis 
    
12 Penggunaan dana anggaran memperhatikan 
tingkat urgensi kegiatan dan/atau transaksi 
keuangan SKPD 
    
13 Bukti-bukti transaksi diotorisasi berbagai pihak     
14 Laporan keuangan SKPD dapat diakses siapa 
saja 
    
15 Laporan keuangan SKPD dipublikasikan     
16 Pelaporan SPJ sesuai dengan kegiatan yang 
dilaksanakan 
    
17 SKPD melaporkan SPJ untuk setiap bulan atas 
penggunaan dana anggaran bulan terkait 
 





No PERNYATAAN SS S JS TP 
18 SKPD melaporkan laporan keuangan SKPD 
untuk setiap periode anggaran 
    
19 Tiap pelaksana akuntansi/keuangan dalam SKPD 
menjalankan tanggungjawabnya masing-masing 
    
20 Penggunaan dana anggaran sesuai dengan 
anggaran SKPD 
    
21 Setiap melaksanakan kegiatan 
dipertanggungjawabkan melalui Surat 
Pertanggung Jawaban (SPJ) 
    
 

































Lampiran 8. Data Penelitian 












1 Dinas Pertanian 1 Bendahara 30 Wanita D3 Non Akuntansi 1 - 5' 
2 Pencatat Pembukuan 47 Wanita SMA Akuntansi > 10 
3 PPK 50 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
4 Pembuat Dokumen 32 Wanita S1 Akuntansi 1 - 5' 
2 Dinas Kesehatan 5 PPK 46 Wanita S2 Non Akuntansi > 10 
6 Pencatat Pembukuan 48 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
7 Bendahara 56 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
8 Bendahara 45 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
9 Pembuat Dokumen 39 Pria D3 Non Akuntansi 6 - 10' 
3 Dinas Kebudayaan 
Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga 
10 Pembuat Dokumen 42 Pria SMA Non Akuntansi 1 - 5' 
11 Bendahara 43 Wanita SMA Non Akuntansi 6 - 10' 
12 PPK 48 Pria S2 Non Akuntansi 1 - 5' 
13 Pencatat Pembukuan 35 Wanita D3 Non Akuntansi 1 - 5' 
14 Bendahara 46 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
4 Dinas Peindustrian 
Perdagangan dan 
UMKM 
15 Pencatat Pembukuan 30 Pria S1 Non Akuntansi 1 - 5' 
16 Bendahara 38 Wanita D3 Non Akuntansi 1 - 5' 
17 Pembuat Dokumen 37 Wanita S2 Akuntansi 6 - 10' 
18 PPK 50 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
5 Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan 
Informasi 
19 Pencatat Pembukuan 29 Wanita S1 Akuntansi 1 - 5' 
20 Pencatat Pembukuan 45 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
21 Bendahara 30 Pria SMA Non Akuntansi 6 - 10' 
6 Dinas Kependudukan 
dan Catatan sipil 
22 Pencatat Pembukuan 38 Wanita D3 Non Akuntansi > 10 














  24 Bendahara 55 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
7 DPPKAD 25 Pencatat Pembukuan 35 Pria S1 Non Akuntansi 6 - 10' 
26 Pembuat Dokumen 51 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
27 Bendahara 46 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
28 Pencatat Pembukuan 28 Wanita D3 Akuntansi 1 - 5' 
29 PPK 52 Wanita S1 Non Akuntansi 1 - 5' 
8 Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 
30 Pencatat Pembukuan 44 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
31 Bendahara 47 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
32 Pembuat Dokumen 36 Wanita D3 Akuntansi 1 - 5' 
33 PPK 43 Wanita S2 Non Akuntansi > 10 
9 Dinas Sosial 34 Pencatat Pembukuan 39 Wanita D3 Non Akuntansi 1 - 5' 
35 PPK 54 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
36 Bendahara 46 Wanita S1 Akuntansi > 10 
37 Pembuat Dokumen 48 Wanita SMA Akuntansi > 10 
10 Dinas Ketenagakerjaan 
dan Transmigrasi 
38 Pembuat Dokumen 32 Wanita SMA Akuntansi 6 - 10' 
39 Pencatat Pembukuan 51 Wanita SMA Akuntansi > 10 
40 Bendahara 38 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
41 PPK 43 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
11 Kelurahan Kebonsari 42 PPK 50 Wanita SMA Akuntansi > 10 
43 Bendahara 50 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
44 Pembuat Dokumen 50 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
12 Kelurahan Temanggung 
2 
45 Bendahara 52 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
46 Pembuat Dokumen 46 Wanita SMA Non Akuntansi 6 - 10' 
47 PPK 49 Pria SMA Non Akuntansi 1 - 5' 
48 Pencatat Pembukuan 48 Pria SMA Non Akuntansi 6 - 10' 














  50 Pembuat Dokumen 57 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
51 Pencatat Pembukuan 55 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
14 Kelurahan Banyuurip 52 PPK 50 Wanita SMA Akuntansi > 10 
53 Bendahara 56 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
54 Pencatat Pembukuan 50 Pria D3 Non Akuntansi 1 - 5' 
15 Kelurahan Kowangan 55 Pembuat Dokumen 51 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
56 Bendahara 46 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
57 PPK 50 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
16 Kelurahan Madureso 58 Pencatat Pembukuan 28 Pria SMA Non Akuntansi 1 - 5' 
59 Pembuat Dokumen 47 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
60 Bendahara 43 Wanita SMA Akuntansi > 10 
17 Kelurahan Temanggung 
1 
61 PPK 39 Wanita SMA Non Akuntansi 1 - 5' 
62 Bendahara 45 Wanita D3 Non Akuntansi > 10 
63 Pembuat Dokumen 35 Pria SMA Non Akuntansi 6 - 10' 
18 Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
64 Pencatat Pembukuan 39 Pria SMA Non Akuntansi 1 - 5' 
65 Pembuat Dokumen 54 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
66 PPK 45 Wanita S1 Non Akuntansi 1 - 5' 
19 Badan Kepegawaian 
Daerah 
67 Pencatat Pembukuan 27 Wanita D3 Non Akuntansi 1 - 5' 
68 Bendahara 42 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
69 PPK 52 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
70 Pembuat Dokumen 41 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
20 Badan Pembangunan 
Daerah 
71 Bendahara 47 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
72 Pencatat Pembukuan 42 Wanita SMA Non Akuntansi 6 - 10' 
73 PPK 56 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
21 Sekretariat Daerah 74 PPK 48 Pria S2 Non Akuntansi > 10 















  76 Bendahara 32 Pria S2 Non Akuntansi > 10 
77 Pembuat Dokumen 36 Wanita D3 Non Akuntansi > 10 
22 Inspektorat 78 Pembuat Dokumen 40 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
79 Pencatat Pembukuan 39 Wanita S1 Non Akuntansi 1 - 5' 
80 PPK 51 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
23 Sekretariat DPRD 81 Bendahara 54 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
82 Pencatat Pembukuan 50 Pria SMA Non Akuntansi 6 - 10' 
83 Pembuat Dokumen 28 Pria D3 Akuntansi 6 - 10' 
84 PPK 45 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
5 Kantor Arsip dan 
Perpustakaan Daerah 
85 Bendahara 38 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
86 Pembuat Dokumen 40 Wanita D3 Non Akuntansi 6 - 10' 
87 Pencatat Pembukuan 43 Wanita D3 Non Akuntansi 6 - 10' 
88 PPK 54 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
26 Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 
89 Pencatat Pembukuan 31 Pria SMA Non Akuntansi 6 - 10' 
90 PPK 53 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
91 Bendahara 41 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
27 Kecamatan Gemawang 92 PPK 52 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
93 Pencatat Pembukuan 45 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
94 Bendahara 35 Pria SMA Akuntansi 1 - 5' 
95 Pembuat Dokumen 34 Pria SMA Non Akuntansi 1 - 5' 
28 Kecamatan Parakan 96 Bendahara 32 Pria SMA Non Akuntansi 6 - 10' 
97 Pencatat Pembukuan 43 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
98 Pembuat Dokumen 32 Pria S1 Non Akuntansi 6 - 10' 
99 PPK 50 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
29 Kecamatan Kandangan 100 PPK 50 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 















  102 Pencatat Pembukuan 38 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
103 Bendahara 54 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
30 Kecamatan Candiroto 104 Pencatat Pembukuan 30 Pria D3 Non Akuntansi 1 - 5' 
105 Bendahara 31 Pria SMA Non Akuntansi 1 - 5' 
106 Pembuat Dokumen 47 Wanita SMA Akuntansi > 10 
107 PPK 49 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
31 Kecamatan Jumo 108 Bendahara 41 Pria S2 Non Akuntansi > 10 
109 Pembuat Dokumen 55 Pria SMA Akuntansi > 10 
110 Pencatat Pembukuan 35 Pria D3 Non Akuntansi 6 - 10' 
111 PPK 56 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
32 Kecamatan Bulu 112 Pencatat Pembukuan 31 Wanita D3 Non Akuntansi 6 - 10' 
113 PPK 48 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
114 Bendahara 46 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
115 Pembuat Dokumen 57 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
33 Dinas  Peternakan dan 
Perikanan 
116 Pencatat Pembukuan 43 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
117 Bendahara 30 Wanita D3 Non Akuntansi 1 - 5' 
118 Pembuat Dokumen 44 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
119 PPK 48 Pria S1 Non Akuntansi > 10 
34 Din. Pekerjaan Umum 
(DPU) 
120 Pembuat Dokumen 48 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
121 Bendahara 44 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
122 Pencatat Pembukuan 39 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
123 Pembuat Dokumen 38 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
124 PPK 57 Pria D3 Non Akuntansi > 10 
35 BPBD 125 Pencatat Pembukuan 41 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
126 PPK 52 Wanita S2 Non Akuntansi > 10 















  128 Pembuat Dokumen 42 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
36 Badan Penyuluhan 129 Bendahara 49 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
130 Pencatat Pembukuan 33 Pria S1 Akuntansi 6 - 10' 
131 Pembuat Dokumen 56 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
132 PPK 54 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
37 Kanntor Kesatuan Polisi 
Pamong Praja 
133 Pembuat Dokumen 45 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
134 Pencatat Pembukuan 32 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
135 PPK 35 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
136 Bendahara 32 Wanita SMA Non Akuntansi > 10 
38 Kec. Temanggung 137 Pembuat Dokumen 29 Wanita D3 Non Akuntansi 6 - 10' 
138 Pencatat Pembukuan 28 Pria D3 Non Akuntansi 6 - 10' 
139 Bendahara 43 Wanita S2 Non Akuntansi > 10 
140 Bendahara 32 Wanita S2 Non Akuntansi 6 - 10' 
141 PPK 55 Pria S2 Non Akuntansi > 10 
39 Kel. Kertosari 142 Pembuat Dokumen 57 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
143 Pencatat Pembukuan 47 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
144 Bendahara 34 Pria SMA Non Akuntansi 6 - 10' 
145 PPK 40 Wanita SMA Non Akuntansi 1 - 5' 
40 Kecamatan Pringsurat 146 Pencatat Pembukuan 30 Pria D3 Non Akuntansi 1 - 5' 
147 Bendahara 31 Pria SMA Non Akuntansi 1 - 5' 
148 Pembuat Dokumen 47 Wanita SMA Akuntansi > 10 
149 PPK 49 Wanita S1 Non Akuntansi > 10 
41 Kecamatan Kedu 150 Bendahara 41 Pria S2 Non Akuntansi > 10 
151 Pembuat Dokumen 55 Pria SMA Akuntansi > 10 
152 Pencatat Pembukuan 35 Pria D3 Non Akuntansi 6 - 10' 















42 Kecamatan Ngadirejo 154 PPK 52 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
  155 Pencatat Pembukuan 45 Pria SMA Non Akuntansi > 10 
  156 Bendahara 35 Pria SMA Akuntansi 1 - 5' 

















Tabel 23. Data Penelitian Variabel X1 
No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 
Total 
X1 
1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 56 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 55 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 56 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 55 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 53 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 53 
10 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
11 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
14 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 60 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 55 
16 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 53 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
19 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 59 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
21 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 53 
22 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
23 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 63 
24 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 62 




No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 
Total 
X1 
26 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 57 
27 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 56 
28 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 58 
29 4 3 1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 61 
30 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 56 
31 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 57 
32 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 63 
33 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
35 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 60 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
37 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
38 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 63 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 55 
41 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
42 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 63 
43 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 57 
44 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
45 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 52 
46 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 52 
47 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 55 
48 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 55 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
50 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 59 





No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 
Total 
X1 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 55 
53 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
54 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 56 
55 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 55 
56 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 61 
57 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
58 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 56 
59 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
60 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
61 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 57 
62 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 57 
63 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 68 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
65 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 53 
69 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
70 4 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 53 
71 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
72 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 52 
73 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 69 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 69 





No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 
Total 
X1 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 55 
79 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
81 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 52 
83 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 56 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
85 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 58 
86 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 
88 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 55 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 52 
90 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 51 
91 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 52 
92 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 60 
93 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 60 
94 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 60 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
96 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
99 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 64 
100 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 57 
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
102 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 64 





No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 
Total 
X1 
104 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
105 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 51 
106 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 52 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
108 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
109 3 3 4 3 4 4 3 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 4 51 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 52 
111 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 52 
116 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 56 
117 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 56 
118 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 64 
119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
120 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 52 
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
123 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 52 
124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 52 
126 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 59 
127 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
128 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 55 





No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 
Total 
X1 
130 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 55 
131 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 62 
132 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 55 
134 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 60 
135 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 59 
136 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 61 
137 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 56 
138 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 58 
139 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 57 
140 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
141 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
143 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
145 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
146 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
147 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 51 
148 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 52 
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
150 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
151 3 3 4 3 4 4 3 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 4 51 
152 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 52 
153 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
154 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 





No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 
Total 
X1 
156 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 64 



















Tabel 24. Data Penelitian Variabel X2 
No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 
Total 
X2 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 59 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 75 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 65 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 59 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 59 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 59 
12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 61 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
14 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 63 
15 4 2 4 4 4 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 58 
16 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 55 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 57 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 55 
19 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 59 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
21 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 56 
22 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 65 
23 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 65 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 70 




No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 
Total 
X2 
26 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 62 
27 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 67 
28 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
29 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 72 
30 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 72 
32 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 68 
33 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 76 
34 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 64 
35 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
37 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 56 
38 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 57 
39 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 57 
40 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 70 
41 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 69 
42 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 68 
43 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 65 
44 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 71 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 56 
46 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 56 
47 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 51 
48 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 52 
49 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 56 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 





No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 
Total 
X2 
52 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3 62 
53 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 55 
54 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 2 4 2 4 68 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 60 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
57 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 2 4 2 65 
58 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 58 
59 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 57 
60 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 55 
61 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 68 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 68 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 68 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
66 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 67 
67 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 54 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 59 
69 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 56 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 58 
71 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 4 3 2 4 3 4 2 4 1 63 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 56 
73 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
74 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 70 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
76 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 70 





No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 
Total 
X2 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 57 
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 69 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
85 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 62 
86 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 69 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 57 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 54 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
90 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 56 
91 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 57 
92 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 64 
93 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 64 
94 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 63 
95 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 58 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
99 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 60 
100 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 52 
101 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
102 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 55 





No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 
Total 
X2 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 58 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 55 
106 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 54 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 57 
108 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 70 
109 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 59 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 52 
111 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
112 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 52 
113 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 52 
114 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 51 
115 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 50 
116 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 69 
117 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 69 
118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 66 
119 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 53 
120 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 53 
121 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 53 
122 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 53 
123 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 53 
124 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 55 
125 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 53 
126 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 59 
127 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 61 
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 56 





No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 
Total 
X2 
130 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 70 
131 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 61 
132 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
133 4 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 59 
134 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59 
135 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
136 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 66 
137 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 58 
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
139 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 64 
140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 69 
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 68 
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
143 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
145 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 70 
146 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 58 
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 55 
148 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 54 
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 57 
150 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 70 
151 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 59 
152 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 52 
153 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
154 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 69 





No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 
Total 
X2 
156 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 66 

















Tabel 25. Data Penelitian Variabel X3 
No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 Total 
X3 
1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 37 
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
5 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 37 
6 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 33 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
8 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 30 
9 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 30 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 36 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
14 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 35 
15 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 32 
16 3 2 1 2 3 2 3 3 4 4 3 30 
17 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 35 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
19 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 34 
20 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
21 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
22 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 38 
23 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 38 
24 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 37 
25 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
26 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
27 3 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 36 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
29 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 39 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
31 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 39 
32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 35 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 
34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 
35 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 34 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
38 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
40 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 38 
41 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 38 





No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 Total 
X3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 
44 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
45 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 32 
46 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 32 
47 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 30 
48 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 30 
49 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
50 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 33 
51 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
52 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
53 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
54 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 37 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 36 
57 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 35 
58 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 31 
59 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 34 
60 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
61 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 37 
62 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 38 
63 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 38 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
66 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 37 
67 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 30 
68 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
69 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 31 
70 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 33 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
72 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 28 
73 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
74 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
75 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
76 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
78 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
79 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
80 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
82 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
83 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 35 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 





No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 Total 
X3 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
88 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
89 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
90 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
91 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 28 
92 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 35 
93 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 35 
94 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 35 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
99 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 32 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
102 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 32 
103 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 31 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
105 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
106 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 33 
107 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
108 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 35 
109 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
110 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 27 
111 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 33 
112 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 34 
113 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 34 
114 3 4 3 2 4 2 2 3 4 4 3 34 
115 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 34 
116 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 37 
117 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 37 
118 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 1 33 
119 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 30 
120 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
121 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 29 
122 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
123 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
124 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 30 
125 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
126 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 37 
127 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 





No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 Total 
X3 
129 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
130 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 36 
131 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 34 
132 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 36 
133 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
134 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 32 
135 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 32 
136 2 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 33 
137 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 33 
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
139 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 37 
140 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 36 
141 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 36 
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
143 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
145 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 36 
146 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
147 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
148 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 33 
149 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
150 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 35 
151 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
152 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 36 
153 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 33 
154 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 36 
155 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 37 
156 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 1 33 











Tabel 26. Data Penelitian Variabel X4 
No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X4.14 X4.15 X4.16 Total 
X4 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 52 
7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
12 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 52 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
14 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 59 
15 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 55 
16 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 54 
17 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 56 
18 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
19 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
20 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
21 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 51 
22 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 53 
23 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 55 
24 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 54 




No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X4.14 X4.15 X4.16 Total 
X4 
26 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 50 
27 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 55 
28 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 58 
29 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 51 
30 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 52 
31 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 51 
32 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 56 
33 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 51 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
35 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 45 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 
42 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 50 
44 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 50 
45 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 54 
46 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 56 
47 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 56 
48 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 51 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
50 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 54 




No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X4.14 X4.15 X4.16 Total 
X4 
52 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 49 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
54 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 47 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 47 
58 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 53 
59 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
60 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
61 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
62 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 52 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 54 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
66 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 47 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 47 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 47 
70 4 3 3 2 4 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 2 49 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
74 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 50 




No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X4.14 X4.15 X4.16 Total 
X4 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
81 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 52 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
83 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 54 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 49 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 52 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 50 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 50 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 
92 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 52 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 52 
94 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 53 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 50 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 54 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
102 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 55 




No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X4.14 X4.15 X4.16 Total 
X4 
104 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 50 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
106 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 50 
107 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 51 
109 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 50 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
111 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 53 
112 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 49 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
115 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
116 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 51 
117 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 51 
118 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 53 
119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 47 
120 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
126 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 53 
127 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 51 
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 




No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X4.14 X4.15 X4.16 Total 
X4 
130 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 
131 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 51 
132 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
133 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 
135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 
136 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 53 
137 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
139 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 53 
140 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 54 
141 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 54 
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
143 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 53 
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 50 
146 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 48 
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
148 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 53 
149 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
150 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
151 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 50 
152 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
153 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 53 
154 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 51 




No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X4.14 X4.15 X4.16 Total 
X4 
156 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 50 

















Tabel 27. Data Penelitian Variabel Y 
No Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16 Y.17 Y.18 Y.19 Y.20 Y.21 
Total 
Y 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 62 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 62 
3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 65 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 62 
5 2 4 1 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 65 
6 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 68 
7 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 63 
8 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 65 
9 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 62 
10 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 64 
11 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 61 
12 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 65 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 61 
14 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
15 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 67 
16 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 70 
17 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 73 
18 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 70 
19 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 70 
20 2 3 1 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 1 3 4 4 3 4 4 65 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
22 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 67 
23 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 65 
24 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 73 




No Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16 Y.17 Y.18 Y.19 Y.20 Y.21 
Total 
Y 
26 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 65 
27 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 67 
28 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 74 
29 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
30 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 66 
31 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 65 
32 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 68 
33 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 65 
34 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
35 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
40 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
41 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 64 
42 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 63 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 63 
45 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 74 
46 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 74 
47 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 1 4 3 3 3 3 3 61 
48 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 1 4 3 3 3 3 3 61 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
50 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 65 




No Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16 Y.17 Y.18 Y.19 Y.20 Y.21 
Total 
Y 
52 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 66 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 63 
54 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 65 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
56 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 60 
57 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 67 
58 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 67 
59 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 56 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 56 
61 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 1 4 4 4 2 4 4 68 
62 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 1 4 4 4 2 4 4 68 
63 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 1 4 4 4 2 4 4 68 
64 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 61 
66 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
67 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 62 
68 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 72 
69 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 63 
70 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 63 
71 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 63 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
73 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 63 
74 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 59 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
76 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 64 




No Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16 Y.17 Y.18 Y.19 Y.20 Y.21 
Total 
Y 
78 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 65 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 60 
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
81 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 71 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
85 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 3 3 3 69 
86 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 65 
87 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 1 4 3 4 3 3 4 68 
88 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 1 4 3 4 3 3 4 69 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 62 
90 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 60 
91 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 60 
92 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 1 4 3 4 3 3 4 69 
93 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 1 4 3 4 3 3 4 69 
94 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 69 
95 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 61 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
98 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
99 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 67 
100 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 61 
101 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 65 
102 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 70 




No Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16 Y.17 Y.18 Y.19 Y.20 Y.21 
Total 
Y 
104 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
106 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 4 4 3 3 4 4 66 
107 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 62 
108 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
109 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 71 
110 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
111 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 72 
112 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 59 
113 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 59 
114 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 60 
115 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 58 
116 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 63 
117 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 63 
118 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 75 
119 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 63 
120 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 61 
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 61 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 61 
123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 61 
124 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 60 
125 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 60 
126 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 4 72 
127 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 62 
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 61 




No Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16 Y.17 Y.18 Y.19 Y.20 Y.21 
Total 
Y 
130 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 62 
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 63 
133 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 66 
134 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 64 
135 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 64 
136 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 1 1 4 3 3 3 3 3 64 
137 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 68 
138 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 69 
139 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 64 
140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 64 
141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 64 
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 59 
143 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 61 
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 59 
145 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
146 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
148 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 4 4 3 3 4 4 66 
149 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 62 
150 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
151 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 71 
152 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
153 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 72 
154 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 




No Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16 Y.17 Y.18 Y.19 Y.20 Y.21 
Total 
Y 
156 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 75 
















Lampiran 9. Hasil Uji Prasyarat Analisis 
1. Hasil Output SPSS Uji Normalitas Data 








Std. Deviation 3.09792150 




Kolmogorov-Smirnov Z .839 
Asymp. Sig. (2-tailed) .482 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
2. Hasil Output SPSS Uji Linearitas Data 
ANOVA Table 





Y * X1 
Between 
Groups 
(Combined) 444.559 13 34.197 2.589 .003 
Linearity 212.468 1 212.468 16.083 .000 
Deviation 
from Linearity 
232.091 12 19.341 1.464 .144 
Within Groups 1889.148 143 13.211   
Total 2333.707 156    
 
ANOVA Table 





Y * X2 
Between 
Groups 
(Combined) 462.609 24 19.275 1.360 .140 
Linearity 51.174 1 51.174 3.610 .060 
Deviation 
from Linearity 
411.435 23 17.888 1.262 .206 
Within Groups 1871.098 132 14.175   













Y * X3 
Between 
Groups 
(Combined) 194.920 11 17.720 1.201 .291 
Linearity 48.083 1 48.083 3.260 .073 
Deviation 
from Linearity 
146.837 10 14.684 .995 .450 
Within Groups 2138.787 145 14.750   
Total 2333.707 156    
 
ANOVA Table 





Y * X4 
Between 
Groups 
(Combined) 764.524 11 69.502 6.422 .000 
Linearity 628.128 1 628.128 58.042 .000 
Deviation 
from Linearity 
136.396 10 13.640 1.260 .258 
Within Groups 1569.183 145 10.822   
Total 2333.707 156    
 








t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 21.258 6.149  3.457 .001   
X1 .169 .094 .142 1.793 .075 .751 1.332 
X2 .005 .064 .008 .080 .936 .529 1.892 
X3 .065 .150 .040 .431 .667 .546 1.832 
X4 .728 .114 .480 6.395 .000 .836 1.196 
a. Dependent Variable: Y 
 













-3.705 4.028  -.920 .359 
X1 .044 .057 .071 .769 .443 
X2 -.037 .039 -.104 -.935 .351 
X3 .070 .091 .084 .777 .438 
X4 .070 .064 .092 1.109 .269 





Lampiran 10. Data Statistik Deskriptif 
Tabel 28. Statistik Deskriptif 
Statistics 
 Total X1 Total X2 Total X3 Total X4 Total Y 
N 
Valid 157 157 157 157 157 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 55.84 60.60 33.19 50.09 64.69 
Median 55.00 60.00 33.00 49.00 64.00 
Mode 55 60 33 48 63 
Std. Deviation 3.247 5.678 2.394 2.550 3.868 
Variance 10.545 32.242 5.732 6.505 14.960 
Range 13 27 11 13 19 
Minimum 51 49 28 45 56 
Maximum 64 76 39 58 75 
Sum 8767 9514 5211 7864 10156 
 
Tabel 29. Statistik Deskriptif Variabel X1 
Total X1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
51 6 3.8 3.8 3.8 
52 15 9.6 9.6 13.4 
53 18 11.5 11.5 24.8 
54 23 14.6 14.6 39.5 
55 28 17.8 17.8 57.3 
56 14 8.9 8.9 66.2 
57 13 8.3 8.3 74.5 
58 8 5.1 5.1 79.6 
59 7 4.5 4.5 84.1 
60 7 4.5 4.5 88.5 
61 5 3.2 3.2 91.7 
62 5 3.2 3.2 94.9 
63 4 2.5 2.5 97.5 
64 4 2.5 2.5 100.0 













Tabel 30. Statistik Deskriptif Variabel X2 
Total X2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
49 1 .6 .6 .6 
50 1 .6 .6 1.3 
51 2 1.3 1.3 2.5 
52 6 3.8 3.8 6.4 
53 6 3.8 3.8 10.2 
54 5 3.2 3.2 13.4 
55 8 5.1 5.1 18.5 
56 9 5.7 5.7 24.2 
57 10 6.4 6.4 30.6 
58 8 5.1 5.1 35.7 
59 17 10.8 10.8 46.5 
60 27 17.2 17.2 63.7 
61 4 2.5 2.5 66.2 
62 4 2.5 2.5 68.8 
63 4 2.5 2.5 71.3 
64 4 2.5 2.5 73.9 
65 5 3.2 3.2 77.1 
66 4 2.5 2.5 79.6 
67 3 1.9 1.9 81.5 
68 7 4.5 4.5 86.0 
69 8 5.1 5.1 91.1 
70 8 5.1 5.1 96.2 
71 2 1.3 1.3 97.5 
72 3 1.9 1.9 99.4 
76 1 .6 .6 100.0 
Total 157 100.0 100.0  
Tabel 31. Statistik Deskriptif Variabel X3 
Total X3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
28 2 1.3 1.3 1.3 
29 7 4.5 4.5 5.7 
30 10 6.4 6.4 12.1 
31 17 10.8 10.8 22.9 
32 25 15.9 15.9 38.9 
33 39 24.8 24.8 63.7 
34 15 9.6 9.6 73.2 
35 13 8.3 8.3 81.5 
36 10 6.4 6.4 87.9 
37 11 7.0 7.0 94.9 
38 6 3.8 3.8 98.7 
39 2 1.3 1.3 100.0 




Tabel 32. Statistik Deskriptif Variabel X4 
Total X4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
45 1 .6 .6 .6 
47 12 7.6 7.6 8.3 
48 48 30.6 30.6 38.9 
49 19 12.1 12.1 51.0 
50 19 12.1 12.1 63.1 
51 15 9.6 9.6 72.6 
52 11 7.0 7.0 79.6 
53 13 8.3 8.3 87.9 
54 10 6.4 6.4 94.3 
55 4 2.5 2.5 96.8 
56 3 1.9 1.9 98.7 
58 2 1.3 1.3 100.0 
Total 157 100.0 100.0  
Tabel 33. Statistik Deskriptif Variabel Y 
Total Y 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
56 2 1.3 1.3 1.3 
58 1 .6 .6 1.9 
59 5 3.2 3.2 5.1 
60 7 4.5 4.5 9.6 
61 17 10.8 10.8 20.4 
62 11 7.0 7.0 27.4 
63 31 19.7 19.7 47.1 
64 14 8.9 8.9 56.1 
65 16 10.2 10.2 66.2 
66 11 7.0 7.0 73.2 
67 8 5.1 5.1 78.3 
68 7 4.5 4.5 82.8 
69 6 3.8 3.8 86.6 
70 5 3.2 3.2 89.8 
71 5 3.2 3.2 93.0 
72 4 2.5 2.5 95.5 
73 2 1.3 1.3 96.8 
74 3 1.9 1.9 98.7 
75 2 1.3 1.3 100.0 







Lampiran 11. Hasil Regresi 
1. Hasil Output SPSS 20 Regresi Hipotesis Pertama 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .091 .085 3.699 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 212.468 1 212.468 15.525 .000
b
 
Residual 2121.239 155 13.685   
Total 2333.707 156    
a. Dependent Variable: Y 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 44.619 5.102  8.746 .000 
X1 .359 .091 .302 3.940 .000 
a. Dependent Variable: Y 
 
2. Hasil Output SPSS 20 Regresi Hipotesis Kedua 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .022 .016 3.837 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 51.174 1 51.174 3.475 .064
b
 
Residual 2282.533 155 14.726   
Total 2333.707 156    
a. Dependent Variable: Y 








Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 58.575 3.293  17.787 .000 
X2 .101 .054 .148 1.864 .064 
a. Dependent Variable: Y 
 
3. Hasil Output SPSS 20 Regresi Hipotesis Ketiga 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .021 .014 3.840 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 48.083 1 48.083 3.261 .073
b
 
Residual 2285.624 155 14.746   
Total 2333.707 156    
a. Dependent Variable: Y 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 56.992 4.273  13.337 .000 
X3 .232 .128 .144 1.806 .073 
a. Dependent Variable: Y 
 
4. Hasil Output SPSS 20 Regresi Hipotesis Keempat 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .269 .264 3.317 









Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 628.128 1 628.128 57.083 .000
b
 
Residual 1705.579 155 11.004   
Total 2333.707 156    
a. Dependent Variable: Y 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 25.280 5.223  4.840 .000 
X4 .787 .104 .519 7.555 .000 
a. Dependent Variable: Y 
 
5. Hasil Output SPSS 20 Regresi Hipotesis Kelima 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .285 .266 3.314 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 664.850 4 166.212 15.139 .000
b
 
Residual 1668.857 152 10.979   
Total 2333.707 156    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 
Coefficients 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 21.258 6.149  3.457 .001 
X1 .169 .094 .142 1.793 .075 
X2 .050 .064 .008 .080 .936 
X3 .065 .150 .040 .431 .667 
X4 .728 .114 .480 6.395 .000 




















































SURAT IJIN PENELITIAN 
 












